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BAB I

PENDAHULUAN

1.1
Latar Belakang Penelitian


Bangsa Indonesia saat ini sedang mengalami masa pemulihan akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan. Seluruh pihak termasuk pemerintah sendiri mencoba mengatasi hal ini dengan melakukan reformasi di segala bidang. Akibat dilakukannya reformasi tersebut, banyak membawa perubahan yang dirasakan, baik itu perubahan yang positif maupun negatif. Salah satu dari sekian banyak reformasi yang membawa suatu perubahan dan membutuhkan penyesuaian adalah reformasi hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, yang lebih dikenal dengan otonomi daerah.


Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004, otonomi daerah adalah hak, wewenang, kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Otonomi juga memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah. Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah sangat ditentukan oleh kesiapan dan kemampuan daerah itu sendiri dalam mengelola dan memberdayakan seluruh potensi dan sumber daya yang tersedia.


Sejalan dengan semakin besarnya wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki oleh pemerintah daerah, maka diperlukannya aparat birokrasi yang bertanggung jawab. Ada isu sentral yang mencuat ke permukaan, yaitu isu good governance. Good Governance akan menghasilkan birokrasi yang handal dan professional, efisien, produktif, serta pelayanan prima ke semua level pemerintahan.


Seperti yang pernah dijelaskan dalam penelitian yang terdahulu, yang ditulis oleh Praptining Sukowati yang berjudul “Refleksi Otonomi Daerah Terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Menuju Good Local Governance”. Yakni kondisi masyarakat yang mengalami perkembangan dinamis, tingkat kehidupan masyarakat yang semakin baik, mengakibatkan masyarakat semakin sadar akan apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam hidup bermasyarakat, mengajukan tuntutan, keinginan dan aspirasinya kepada pemerintah. 


Masyarakat semakin kritis dan semakin berani untuk melakukan kontrol terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah. Kenyataan yang ada mengisyaratkan hal yang kurang melegakan, hal tersebut terkait dengan kepuasan masyarakat yang belum memenuhi harapan pelanggan atau masyarakat, bahkan seringkali terjadi mal-administrasi dimana masih banyak dirasakan kelemahan-kelemahan yang dampaknya sering merugikan masyarakat. Selain itu juga sulitnya prosedur dalam kepengurusan surat-surat perijinan, KTP, SIM, STNK, surat tanah (sertifikat) yang masih terkesan bertele-tele, berbelit-belit, tidak transparan.


Terciptanya kualitas pelayanan tentunya akan menciptakan kepuasan terhadap pengguna pelayanan. Dengan adanya mal-administrasi, hal itu membuktikan bahwa belum optimalnya kinerja yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga pelayanan yang diberikan oleh pemerintah belum sepenuhnya dapat memuaskan masyarakat.


Untuk itu, perlu diadakannya pengukuran kinerja bagi pemerintah, agar dapat diketahui apakah kinerja pemerintah dalam melayani masyarakat sudah maksimal atau belum.


Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengukuran kinerja dengan judul :

“PENGARUH PENGUKURAN KINERJA TERHADAP PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK PADA PEMERINTAH KOTA BANDUNG”.

1.2
Identifikasi Masalah


Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, penulis membuat identifkasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengukuran kinerja pada Pemerintah Kota Bandung

2. Bagaimana pelayanan publik pada Pemerintah Kota Bandung 

3. Sejauhmana pengaruh pengukuran kinerja terhadap peningkatan pelayanan publik pada Pemerintah Kota Bandung. 

1.3
Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1
Maksud Penelitian


Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengukuran kinerja terhadap pelayanan publik pada Pemerintah Kota Bandung.

1.3.2
Tujuan Penelitian


Adapun tujuan dari penelitian berdasarkan perumusan masalah yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengukuran kinerja pada Pemerintah Kota Bandung.

2. Untuk mengetahui bagaimana pelayanan publik pada Pemerintah Kota Bandung.

3. Untuk mengetahui pengaruh pengukuran kinerja terhadap peningkatan pelayanan publik pada Pemerintah Kota Bandung.

1.4
Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Akademik :

a. Bagi Penulis

Dengan penelitian ini penulis dapat menambah pengetahuan sejauhmana pengukuran kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga terwujudnya visi Kota Bandung.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya


Dengan penelitian ini penulis dapat berguna sebagai bahan kajian selanjutnya mengenai pengaruh pengukuran kinerja terhadap peningkatan pelayanan publik.
2. Kegunaan Operasional :


Bagi Pemerintah Kota Bandung

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan meningkatkan kualitas kinerjanya, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat menjadi efektif.

1.5    Lokasi dan Waktu Penelitian


Dalam penyusunan skripsi ini, penulis melakukan penelitian di Pemerintah Kota Bandung pada Sub Bagian Pegawai Bagian Pegawai yang berlokasi di Jl. Wastukencana No.2 Bandung. Adapun lamanya waktu yang digunakan dalam penelitian ini dimulai pada bulan September 2008 sampai bulan Februari 2009.

Tabel 1.1

Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Penelitian
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1
Kajian Pustaka

Sebuah penelitian dikatakan ilmiah apabila penelitian tersebut didukung dengan teori-teori yang sudah ada sebelumnya, dengan menuliskan tinajuan pustaka atau kajian teorinya. Penelitian ini berawal dari pembahasan akuntansi sector publik, dimana akuntansi sektor publik itu membahas mengenai pemerintahan dan privatisasi atau sektor swasta. Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah mengenai kinerja pemerintah dalam melaksanakan salah satu tugasnya yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2.1.1
Pengukuran Kinerja


Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Para atasan atau manajer sering tidak memperhatikan kecuali sudah amat buruk, atau segala sesuatu jadi serba salah. Terlalu sering manajer tidak menegtahui betapa buruknya kinerja telah merosost sehingga perusahaan/instansi menghadapi krisis yang serius. Kesan-kesan buruk organisasi yang mendalam akibat dari mengabaikan tanda-tanda peringatan adanya kinerja yang merosot. Kinerja sendiri terdapat dua jenis, yakni kinerja finansial dan kinerja nonfinansial. Pada penelitian ini, lebih mengarah kepada kinerja nonfinansial.
A. Pengertian Pengukuran Kinerja

Dewasa ini pengukuran kinerja perusahaan menjadi hal yang sangat penting bagi manajemen untuk melakukan evaluasi terhadap performa perusahaan dan perencanaan tujuan di masa yang akan datang.

Menurut Mardiasmo dalam bukunya “Akuntansi Sektor Publik” pengertian pengukuran kinerja adalah sebagai berikut:

“Pengukuran kinerja adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial”.

(2004:121)


Sedangkan menurut Penot pengertian pengukuran kinerja adalah sebagai berikut :

“Suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas: efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan; dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan”.

(http://indoskripsi.com:2008)


Dari kedua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu sistem yang digunakan oleh manajer publik dalam nilai kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan melalui alat ukur finansial dan nonfinansial.
B.
Tujuan Pengukuran Kinerja


Menurut Mardiasmo dalam bukunya “Akuntansi Sektor Publik” menyatakan bahwa tujuan pengukuran kinerja adalah sebagai berikut :

”1.
Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik (top down and bottom up)

  2.
Untuk mengukur kinerja finansial dan nonfinansial secara berimbang sehingga dapat ditelusur perkembangan pencapaian strategi.

  3.
Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan kebawah, serta memotivasi untuk mencapai goal congruence.

  4.
Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional”.

(2004:122)


Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan pengukuran kinerja adalah sebagai suatu alat dalam mengukur kinerja finansial dan nonfinansial untuk mencapai kepuasan serta mengakomodasi pemahaman manajer level menengah dan ke bawah.

C.
Manfaat Pengukuran Kinerja


Manfaat pengukuran kinerja yang dijelaskan Mardiasmo dalam bukunya “Akuntansi Sektor Publik” adalah sebagai berikut :

”1.
Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen.

  2.
Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan 

  3.
Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja.

  4.  Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (reward & punishment) secara obyektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati.

  5. 
Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi.

  6.
Membantu mengidentifikasikan apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.

  7.
Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.

  8.
Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif”.

(2004:122)


Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

1. Setiap bentuk perusahaan memiliki ukuran kinerja yang berbeda dalam menilai kinerja perusahaan, Pengukuran itu bisa dilihat dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut, atau juga dapat dilihat dari sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berwujud maupun tidak berwujud.

2. Pengukuran kinerja dapat memberikan informasi kepada pihak interbal kinerja yang telah dicapai, apabila target kinerja yang satu telah dicapai maka pemerintah menyusun strategi kembali dalam pencapaian target kinerja selanjutnya.

3. Dengan diadakannya monitoring dan evaluasi diharapkan dapat diketahui seauhmana target kinerja telah dicapai. Selain itu, dapat diketahui masalah-maslah yang menyebabkan kurangnya pencapaian kinerja, sehingga dapat dicarikan jalan keluar agar pencapaian kinerja dapat kembali efektif.

4. Dengan adanya penghargaan (reward) akan meningkatkan kualitas kinerja pemerintah, karena tujuan organisasi telah tercapai. Sedangkan hukuman (punishment) merupakan pemacu agar kinerja dapat diperbaiki kembali dalam pencapaian target yang telah ditentukan.

5. Dengan adanya komunikasi antara atasan dan bawahan, maka akan diketahui unit-unit kerja mana saja yang kinerjanya masih belum mencapai target, sehingga atasan dan bawahan dapat mendiskusikan cara yang terbaik untuk memperbaiki kinerja tersebut.

6. Dengan menelusuri kinerja yang telah diraih, maka akan membawa perusahaan lebih dekat dengan pelanggannya. Kepuasan pelanggan dapat dilihat dari tingkat kepercayaannya.

7. Tidak mudah memahami kegiatan instansi pemerintah, dengan mengetahui sejauhmana kinerja yang telah dicapai oleh pemerintah, maka akan diketahui pula kegiatan pemerintah selanjutnya.

8. Dengan adanya pengukuran kinerja, maka akan menghasilkan informasi yang sangat bermanfaat untuk pengambilan keputusan manajemen maupun stakeholders.

Sedangkan menurut Wayne C. Parker (1996) yang dikutip oleh Arja Sadjiarto dalam “Jurnal Akuntansi dan Keuangan Volume 2 No. 2” manfaat pengukuran kinerja adalah sebagai berikut :

“1. Pengukuran kinerja meningkatkan mutu pengambilan keputusan

  2. Pengukuran kinerja meningkatkan akuntabilitas internal

  3. Pengukuran kinerja meningkatkan akuntabilitas publik

4. Pengukuran kinerja mendukung perencanaan strategi dan penetapan tujuan

5. Pengukuran kinerja memungkinkan suatu entitas untuk menentukan penggunaan sumber daya secara efektif”.

(2000:138-150)
Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

1. Pengukuran kinerja meningkatkan mutu pengambilan keputusan

Seringkali keputusan yang diambil pemerintah dilakukan dalam keterbatasan data dan berbagai pertimbangan politik serta tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Proses pengembangan pengukuran kinerja ini akan memungkinkan pemerintah untuk menentukan misi dan menetapkan tujuan pencapaian hasil tertentu. Adanya pengukuran kinerja membuat pihak legislatif dapat memfokuskan perhatian pada hasil yang didapat, memberikan evaluasi yang benar terhadap pelaksanaan anggaran, serta melakukan diskusi mengenai usulan-usulan program baru.

2. Pengukuran kinerja meningkatkan akuntabilitas internal
Dengan adanya pengukuran kinerja ini, secara otomatis akan tercipta akuntabilitas di seluruh lini pemerintah, dari lini terbawah sampai lini teratas.

3. Pengukuran kinerja meningkatkan akuntabilitas publik
Meskipun bagi sebagian pihak pelaporan evaluasi kinerja pemerintah kepada masyarakat dirasakan cukup menakutkan, namun publikasi laporan ini sangat penting dalam keberhasilan sistem pengukuran kinerja yang baik. Keterlibatan masyarakat terhadap pengambilan kebijakan pemerintah menjadi semakin besar dan kualitas hasil suatu program juga semakin diperhatikan.
4. Pengukuran kinerja mendukung perencanaan strategi dan penetapan tujuan
Proses perencanaan strategi dan tujuan akan berkurang berarti tanpa adanya kemampuan untuk mengukur kinerja dan kemajuan suatu program. Tanpa adanya ukuran-ukuran ini, kesuksesan suatu program juga tidak akan pernah dinilai dengan obyektif.

5. Pengukuran kinerja memungkinkan suatu entitas untuk menentukan penggunaan sumber daya secara efektif

Evaluasi yang dilakukan cenderung mengarah kepada penilaian, apakah pemerintah memang dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dalam hal ini pemerintah juga mempunyai kesempatan untuk menyerahkan sebagian pelayanan publik kepada sektor swasta dengan tetap bertujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik.

D.
Informasi Dalam Pengukuran Kinerja


Dalam pengukuran kinerja, dibutuhkan suatu informasi agar pelaksanaan pengukuran kinerja menjadi efektif. Menurut mardiasmo dalam bukunya “Akuntansi Sektor Publik” informasi yang dibutuhkan dalam pengukuran kinerja adalah sebagai berikut : 


“1.Informasi Finansial


  2.Informasi Nonfinansial”
(2004:123)


Dari pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa :

1. Informasi Finansial
Penilaian laporan kinerja finansial diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat. Penilaian tersebut dilakukan dengan menganalisis varians (selisih atau perbedaan) antara kinerja aktual dengan yang dianggarkan.
2. Informasi Nonfinansial
Informasi nonfinansial dapat dijadikan sebagai tolak ukur lainnya, Informasi nonfinansial dapat menambah keyakinan terhadap kualitas proses pengendalian manajemen. Jenis informasi nonfinansial dapat dinyatakan dengan bentuk variabel kunci (key variable), atau sering dinamakan key success factor, key result factor, atau pulse point.

2.1.2
Pelayanan Publik

A.
Pengertian Pelayanan Publik


Suatu organisasi publik, terutama sebagai lembaga (bukan institusi), takaran keluarannya adalah pelayanan publik yang diberikannya. Tinggal kualitas dan kuantitasnya, efektivitas dan efisiennya. Masyarakat luas sebagaia pihak yang dilayani, akan menerima pelayanan itu dalam berbagai persepsi.


Pengertian pelayanan publik menurut Keputusan Menteri Negara Pendayaan Apatur Negara Nomor: 81/1993 tanggal 23 November 1993 dalam pedoman pelayanan umum yang dikutip oleh Amin Ibrahim dalam bukunya “Teori dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya” menyatakan bahwa :

“Pelayanan umum ádalah segala bentuk kegiatan pelayanan kepada umum yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintahan di pusat, daerah (BUMN/BUMD) dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

(2008:15)

Sedangkan menurut Widodo Joko dalam bukunya  “Good Governance”  menyatakan bahwa pengertian pelayanan publik adalah sebagai berikut :  


“Pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi tersebut sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan”.   

(2001: 60)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 Dengan demikian pelayanan umum bukan hanya memberikan pelayanan kepada masyarakat, tapi juga memenuhi kebutuhan masyarakat, baik itu dalam bentuk barang ataupun jasa sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah pusat maupun daerah harus memiliki kemampuan untuk memahami dan memnuhi keinginan dan permintaan masyarakat dengan harga yang layak, kemampuan menyediakan barang dan atau jasa yang berkualitas serta dapat diandalkan, kemampuan untuk membaca dan mengikuti perubahan teknologi, sosial politik, budaya dalam arti luas. Dan mampu untuk memprediksi kebutuhan masyarakat sampaiu beberapa tahun ke depan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

B. Hakikat Pelayanan Publik

Sudah seharusnya pemerintah mulai menganut paradigma customer driven (berorientasi kepentingan masyarakat) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Hakikat pelayanan publik atau pelayanan umum (pelayanan oleh pemerintah/pemerintahan kepada masyarakat luas) menurut Amin Ibrahim dalam bukunya “Teori dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya”secara ringkas antara lain yaitu :

“1.
Meningkatkan mutu atau kualitas dan kuantiítas/produktivitas  pelaksanaan tugas dan fungsi instansi (lembaga) pemerintah/pemerintahan di bidang pelayanan umum.

  2.
Mendorong segenap upaya untuk mengefektifkan dan mengefisienkan sistem dan tata laksana pelaksanaan, sehingga pelayanan umum dapat diselenggarakan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna.

3.
Mendorong tumbuhnya kreativitas, prakarsa, dan peran serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas”.
(2008:19)

Adapun penjelasan dari pengertian diatas adalah sebagai berikut :

1.
Pemerintah daerah sebagai regulator (rule government) dalam menjalankan monopoli pelayanan publik harus mengubah pola pikir dan kerjanya dan disesuaikan dengan tujuan pemberian otonomi daerah, yaitu memberikan dan meningkatkan pelayanan yang memuaskan masyarakat. Agar masyarakat merasa haknya sebagai warga negara terpenuhi.

2.
Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat terkadang menyulitkan masyarakat itu sendiri, dengan rumitnya prosedur yang dilalui. Salah satu tujuan diberlakukannya otonomi daerah menurut UU No. 22 tahun 2004 dan sekarang diubah dengan UU No. 32 Tahun 2004 adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal ini ditandai dengan berubahnya bentuk pelayanan, dari pelayanan yang sulit menjadi mudah, yang mahal menjadi murah, yang tadinya memakan waktu yang lama menjadi lebih cepat, dan yang jauh menjadi dekat.

3.
Pemberian otonomi kepada daerah diarahkan untuk mempercepat tewujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik dan pemberdayaan peran seta masyarakat. Melalui peningkatan publik dan pemberdayaan peran seta masyarakat, daerah diharapkan mampu mengembangkan kreativitas, inovasi, dan dengan komitmennya beupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pada saatnya diharapkan mampu mengembangkan potensi unggulannya dan mendorong peningkatan daya saing daerah, serta meningkatkan perekonomian daerah.

C. Asas-asas Pelayanan Publik


Agar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berjalan sesuai  dengan peraturan yang ada, maka dibutuhkan asas-asas supaya berjalan dengan efektif. Menurut Amin Ibrahim dalam bukunya “Teori dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya” azas-azas dalam pelayanan publik adalah sebagai berikut :

“1.
Hak dan kewajiban, baik bagi pemberi dan penerima pelayanan publik tersebut, harus jelas dan diketahui dengan baik oleh masing-masing pihak, sehingga tidak ada keragu-raguan dalam pelaksanaannya.

  2.
Pengaturan setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan dengan kondisi kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap berpegang pada efisiensi dan efektivitasnya.

3.
Mutu proses keluaran dan hasil pelayanan publik tersebut harus diupayakan agar dapat memberikan keamanan, kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
4.
Apabila pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Instansi/Lembaga Pemerintah/Pemerintahan “terpaksa harus mahal”, maka Instansi/Lembaga Pemerintah/Pemerintahan yang bersangkutan berkewajiban memberi peluang kepada masyarakat untuk ikut menyelenggarakannya, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku”.

(2008:19)

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

1. Setiap memberikan atau menerima pelayanan sebaiknya kedua belah pihak memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing pihak, agar dalam pelaksanaan pelayanan, salah satu pihak tidak ada yang dirugikan.

2. Hal ini bertujuan agar pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dapat tersebar luas dan dapat dimanfaatkan oleh semua lapisan masyarakat. Jangan sampai hanya orang-orang yang mampu saja yang dapat menerima pelayanan, namun orang kurang mampu tidak dapat menerima pelayanan tersebut.

3. Sudah semestinya pemerintah memberikan rasa aman, nyaman, lancar, dan kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena apabila pelayanan pemerintah tidak memenuhi syarat tersebut, maka masyarakat akan lari ke pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

4. Jika lembaga pemerintah tidak dapat melayani masyarakat dengan harga yang murah, maka pemerintah harus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat membuka lapangan usaha yang dapat memberikan pelayanan serupa kepada masyarakat laiunnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
D.
Perbedaan Karakteristik Antara Penyediaan Pelayanan Publik oleh Pemerintah dan Penyediaan Pelayanan Oleh Sektor Swasta.

Menurut Amin Ibrahim dalam bukunya “Teori dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya” menerangkan bahwa perbedaan karakteristik antara penyediaan pelayanan publik oleh pemerintah dengan pelayanan publik oleh sektor swasta adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Perbedaan Karakteristik Penyediaan Pelayanan Publik Oleh Pemerintah dengan Pelayanan Publik oleh Sektor Swasta.

	Penyediaan Pelayanan Publik Oleh Pemerintah/Pemerintahan
	Penyediaan Pelayanan Oleh Sektor Swasta

	1. Memiliki dasar hukum yang jelas dalam penyelenggaraannya.

2. Memiliki kelompok kepentingan yang luas (wide stakeholders)

3. Memiliki tujuan sosial (sebagai pelayanan masyarakat/organisasi nonprofit)

4. Dituntut akuntabel kepada publik (stakeholders pembangunan)

5. Indikator kinerjanya harus lugas

6. Seringkali menjadi sasaran isu politik

7. Masalah yang dihadapi bersifat kompleks/multidimensi.

8. Sulit menentukan atau mengukur keluaran/kualitas pelayanan yang diberikan.

9. Tidak mengenal bangkrut (bottom line) seburuk apapun pelayanan yang diberikan.

10. Lemah dalam memecahkan masalah yang bersifat internal (sulit mencegah kepentingan stakeholders internal).

11. Sebagian besar bersifat monopoli dengan berbagai kelemahan yang  dapat terjadi.
	1. Didasarkan pada kebijakan Dewan Direksi (Board of Directors).

2. Terfokus pada pemegang saham (shareholders)

3. Memiliki tujuan-tujuan mencari keuntungan (organisasi berorientasi profit)

4. Akuntanbel pada kalangan terbatas (limited shareholders) 

5. Kinerjanya ditentukan atas dasar kinerja manajemen/kinerja finansial.

6. Tidak terlalu terkait dengan isu politik.

7. Masalah yang dihadapi tidak terlalu bersifat komplek.

8. Relatif lebih mudah dalam mengukur keluaran/kualitas pelayanan.

9. Mengenal dan riskan terhadap bottom line, pelayanan yang buruk berakibat fatal pada perusahaan.

10. Sangat berpengaruh masalah eksternal/lingkungan trategis yang berlaku.

11. Semangat bersaing yang tinggi.


(Sumber : Amin Ibrahim, 2008:15)


Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik oleh pemerintah lebih berorientasi melayani masyarakat atau nonprofit, memiliki landasan hukum yang jelas, tidak mengenal bangkrut meskipun pelayanannya kurang bagus.


Namun pelayanan oleh pihak swasta lebih berorientasi pada keuntungan, dasar hukumnya lebih condong pada kebijakan dewan direksi, dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap perusahaan.

2.1.3
Hubungan Pengukuran Kinerja Dengan Peningkatan Pelayanan Publik


Tujuan pemerintah adalah melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya, yang dilaksanakan dengan pembentukan departemen atau dinas yang melaksanakan program. Kinerja departemen atau dinas tersebut dipertanggungjawabkan oleh pemerintah dengan cara memberikan informasi yang relevan terhadap masyarakat maupun anggota dewan.


Hal ini disebabkan karena sebenarnya dalam kinerja pemerintah tidak ada net profit, kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya dengan sendirinya dipenuhi dengan menyampaikan informasi yang relevan sehubungan dengan hasil dari program yang dilaksanakan kepada wakil rakyat dan juga kelompok-kelompok masyarakat yang memang ingin menilai kinerja pemerintah.


Menurut Mardiasmo dalam bukunya “Akuntansi Sektor Publik” menyatakan bahwa :

“Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan publik”.

(2004:121)

Dapat dijelaskan dari pengertian diatas bahwa ukuran kinerja membantu pemerintah untuk fokus pada tujuan dan sasaran unit kerjanya, hal ini dimaksudkan agar pemerintah dapat lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanannya kepada masyarakat, karena masyarakat menginginkan pelayanan berkualitas, namun dengan harga yang murah.
2.2 Kerangka Pemikiran

Akuntansi sektor publik memiliki kaitan erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik yang memiliki wilayah yang lebih luas dan komplek dibandingkan dengan sektor swasta atau bisnis. Keluasan wilayah publik tidak hanya disebabkan keluasan jenis dan bentuk organisasi yang berada di dalamnya, tetapi juga kompleksitas lingkungan yang mempengaruhi lembag-lembaga publik tersebut.


Jika dilihat dari variabel lingkungan, sektor publik tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti politik, sosial, budaya, dan historis yang menimbulkan perbedaan dalam pengertian, cara pandang, dan definisi. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai entitas yang aktivitasnya menghasilkan barang dan layanan publik dalam memenuhi kebutuhan dan pelayanan publik.


Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Para atasan atau manajer sering tidak memperhatikan, kecuali jika sudah sangat buruk atau segala sesuatu jadi serba salah. Terlalu sering manajer tidak mengetahui betapa buruknya kinerja sehingga perusahaan atau instansi mengahadapi krisis yang serius.


Pengertian kinerja menurut Anwar Prabu Mangkunegoro adalah sebagai berikut :

“Kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kuantitas dan kualitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya”.

(http://id.wikipedia.org/wiki/kinerja, 2000:67)


Sedangkan pengertian menurut Ambar Teguh Sulistiyani pengertian kinerja adalah sebagai berikut :

“Kinerja seseorang merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha, dan kesempatan yang dinilai dari hasil kerjanya”.

(http://id.wikipedia.org/wiki/kinerja, 2003:223)

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan hasil kerja dari pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai tanggung jawabnya. Pengertian pengukuran kerja menurut Muhammad Mahson dkk dalam bukunya “Akuntansi Sektor Publik” yaitu sebagai berikut :

“Pengukuran kinerja adalah suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan”.

(2007:156)
Dalam pengukuran kinerja dibutuhkan suatu informasi yang dapat digunakan, yakni :

1. Informasi Finansial

2. Informasi Nonfinansial

Dewasa ini kualitas yang diberikan kepada masyarakat tidak dapat diabaikan lagi, bahkan hendaknya disesuaikan dengan era globalisasi. Era globalisasi ini ditandai dengan ketatnya persaingan di segala bidang kehidupan. Oleh karena itu kualitas pelayanan merupakan suatu jawaban dari era globalisasi.

Pengertian pelayanan publik menurut Tjiptono adalah sebagai berikut :

”Pelayanan Publik adalah pelayanan yang memuaskan masyarakat yang sesuai dengan standar pelayanan publik dan azas-azas pelayanan publik atau pelanggan”.
Sedangkan menurut KEPMENPAN NO.63/KEP/M.PAN/7/2003 yang dikutip oleh Indra Sufian pengertian pelayanan publik adalah sebagai berikut :

”Segala kegiatan pelayanan yang diklaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan penerima pelayanan maupun ketentuan peraturan perundang-undangan”.
(www.google.co.id)
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Kerangka Pemikiran

2.3
Hipotesis
Dalam hipotesis penelitian, yaitu merupakan dugaan sementara namun dalam hal pendugaannya menggunakan statistika untuk menganalisisnya. Maka penulis mengambil hipotesis penelitian bahwa “Pengukuran Kinerja Berpengaruh Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Pada Pemerintah Kota Bandung”.
BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1
Objek Penelitian


Menurut Sugiyono dalam bukunya “Metode Penelitian Bisnis” mendefinisikan objek penelitian adalah sebagai berikut :


“Objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan guna tertentu tentang sesuatu hal yang objektif, valid, dan realibel tentang suatu hal (variabel tertentu)”.
(2002:58)


Objek penelitian ini adalah pengukuran kinerja dan peningkatan pelayanan publik, unit penelitian ini adalah Sub Bagian Pegawai Bagian Pegawai Pemerintah Kota Bandung, yang berlokasi di Jl. Wastukencana No.2 Bandung.

3.2
Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode penelitian ini mempunyai tujuan untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat, serta karakter-karakter status dari individu, yang kemudian dari sifat-sifat tersebut disajikan sesuatu hal yang bersifat umum.


Menurut Sugiyono dalam bukunya “Statistika Untuk Penelitian” mengemukakan pengertian metode penelitian adalah sebagai berikut :

“Metode Deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisa suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas”.
(2005:21)


Metode penelitian deskriptif merupakan metode yang bertujuan untuk mengetahui sifat serta hububgan yang lebih mendalam antara dua variabel dengan cara mengamatiaspek-aspek tertentu secara lebih spesifik untuk memperoleh data yang sesuai dengan masalah yang ada dengan tujuan penelitian, dimana data tersebut diolah, dianalisis, dan diproses lebih lanjut dengan dasar teori-teori yang telah dipelajari sehingga data tersebut dapat ditarik kesimpulan.

Sedangkan penelitian kuantitatif yang dikemukakan oleh Nur Indriantoro dan Bambang Supomo dalam bukunya “Metode Penelitian Bisnis” adalah sebagai berikut :

“Penelitian kuntitatif yaitu mempunyai tujuan untuk menguji atau verifikasi teori, meletakkan teori secara deduktif menjadi landasan dalam penentuan dan pemecahan masalah penelitian”.

 
 (2002:71)

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa metode deskriftif merupakan metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian yang ada, sehingga metode ini harus diadakan akumulasi data. Sedangkan penelitian kuantitatif bertujuan untuk menguji kebenaran data dalam penentuan dan pemecahan masalah penelitian.


Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dengan menggunakan kuesioner tertutup yang telah diberi skor, dimana nantinya data tersebut dihitung secara statistik.

3.2.1
Desain Penelitian


Dalam melakukan suatu penelitian sangat perlu dilakukan perencanaan penelitian, agar penelitian yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan sistematis.


Menurut Moh. Nazir dalam bukunya “Metode Penelitian” pengertian desain penelitian adalah sebagai berikut: 


“Desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian”.
(2003:84)


Dari penjelasan diatas, maka dapat dikatakan bahwa desain penelitian merupakan semua proses penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam melaksanakan penelitian, mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan penelitian yang dilakukan pada waktu tertentu.


Desain penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

a. Bagaimana pengukuran kinerja pada Pemerintah Kota Bandung

b. Bagaimana pelayanan publik pada Pemerintah Kota Bandung

c. Bagaimana pengaruh pengukuran kinerja terhadap peningkatan pelayanan publik pada Pemerintah Kota Bandung

2. Menetapkan masalah-masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini pengukuran kinerja (Variabel X) yang menjadi variabel bebas. Peningkatan pelayanan publik (Variabel Y) yang menjadi variabel terikat.

3. Menganalisis dan mengambil sampel untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh pengukuran kinerja terhadap peningkatan pelayanan publik pada Pemerintah Kota Bandung.

4. Mulai menggunakan perhitungan dengan menggunakan uji analisis korelasi rank spearman untuk meneliti adanya pengaruh pengukuran kinerja terhadap peningkatan pelayanan publik pada Pemerintah Kota Bandung.
5. Melaporkan hasil dari penelitian, termasuk proses penelitian, diskusi dan interpretasi data, kekurangan dalam penemuan, serta mengajukan beberapa saran untuk masa yang akan datang.
3.2.2
Operasionalisasi Variabel


Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua variabel, yaitu :

1. Variabel Independen (X), yaitu variabel bebas yang keberadaannya tidak dipengaruhi oleh variabel-variabel lain. Variabel independen (X) dalam penelitian ini adalah pengukuran kinerja. Konsep variabel pengukuran kinerja adalah informasi-informasi yang dibutuhkan dalam pengukuran kinerja. Pengumpulan informasi mengenai variabel ini berdasarkan kuesioner, yang berupa daftar pertanyaan dan pernyataan yang diajukan kepada responden, yang akhirnya di ranking berdasarkan skala ordinal.

2. Variabel Dependen (Y), yaitu variabel tidak bebas yang keberadaannya dipengaruhi oleh variabel-variabel lain. Variabel Dependen yang digunakan adalah peningkatan pelayanan publik. Pengumpulan informasi mengenai variabel ini berdasarkan kuesioner, yang berupa daftar pertanyaan dan pernyataan yang diajukan kepada responden, yang akhirnya di ranking berdasarkan skala ordinal.

Tabel 3.1

Operasional Variabel

	Variabel
	Konsep Variabel
	Indikator
	Sub Indikator
	Skala
	No. Kuesioner

	Pengukuran Kinerja

(X)
	Pengukuran kinerja adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial.

(Mardiasmo, 2004:121)
	Informasi yang diperlukan dalam pengukuran kinerja
	1.  Informasi Finansial

2.  Informasi    Nonfinansial
	Ordinal
Ordinal
	1-5

6-10

	Peningkatan Pelayanan Publik 

(Y)
	Pelayanan umum ádalah segala bentuk kegiatan pelayanan kepada umum yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintahan di pusat, daerah (BUMN/BUMD) dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan

(Amin Ibrahim, 2008:15)
	Azas-azas Pelayanan Publik
	1. Hak dan kewajiban

2. Pengaturan setiap bentuk pelayanan umum

3. Mutu proses keluaran dan kualitas pelayanan

4. Penyelenggaraan pelayanan oleh pemerintah
	Ordinal
Ordinal
Ordinal
Ordinal
	1-2

3-5

6-8

9-10


3.2.3
Metode Penarikan Sampel

A.
Populasi


Pengertian populasi menurut Sugiyono dalam bukunya “Metode Penelitian Bisnis” adalah sebagai berikut :

“Populasi adalah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan”.
(2007:72)


Berdasarkan pengertian diatas, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Sub Bagian Pegawai Bagian Pegawai Pemerintah Kota Bandung.
B.
Sampel

Untuk membuktikan kebenaran jawaban yang masih sementara (hipotesis), maka peneliti melakukan pengumpulan data pada obyek tertentu. Obyek dalam populasi terlalu luas, maka peneliti menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut.


Pengertian sampel menurut Sugiyono dalam bukunya “Statistik Untuk Penelitian” adalah sebagai berikut :


“Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”.
(2006:56)


Berdasarkan pengertian di atas, sampel merupakan sebagian karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik sampling jenuh atau juga disebut sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel. Dalam penelitian ini jumlah sample yang penulis ambil adalah sebanyak 15 orang, dimana jumlah populasi sama dengan jumlah sampel. Hal ini penulis lakukan karena jumlah populasi relatif kecil yaitu kurang dari 30 orang.
3.2.4
Teknik Pengumpulan Data


Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Studi Lapangan (Field Reseach)


Yaitu dilakukan dengan peninjauan dan pengamatan langsung ke lapangan  untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, penelitian ini dilakukan dengan cara :

a. Observasi (Pengamatan Langsung), yaitu melakukan pengamatan secara langsung dilokasi untuk memperoleh data yang diperlukan. Penulis melakukan pengamatan pada Sub Bagian Pegawai Bagian Pegawai. Hasil dari observasi dapat dijadikan data pendukung dalam menganalisis dan mengambil keputusan.

b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti. Informasi itu berupa pengukuran kinerja dalam peningkatan pelayanan publik. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah struktur organisasi dan uraian pekerjaan Pemerintah Kota Bandung.

c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mencatat data yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari dokumen-dokumen yang dimiliki perusahaan yang berkaitan dengan pengaruh pengukuran kinerja terhadap peningkatan pelayanan publik pada Pemerintah Kota Bandung.

d. Kuesioner, dilakukan dengan memberikan daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden yang harus dijawab untuk memperoleh pengumpulan data efisiensi waktu serta sebagai petunjuk pengaruh pengukuran kinerja dalam peningkatan publik..

2.
Studi Kepustakaan (Library Reseach)


Penelitian ini dilakukan untuk menghimpun teori-teori, pendapat yang dikemukakan oleh para ahli, yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan. Serta dari literatur lainnya yang dijadikan sebagai landasan teoritis dalam rangka melakukan pembahasan. Landasan teori ini dijadikan sebagai pembanding dengan kenyataan di perusahaan /instansi. Adapun buku-buku yang dijadikan referensi dalam penelitian ini adalah akuntansi sektor publik, teori dan konsep pelayanan publik, jurnal-jurnal ekonomi.

3.2.5
Metode Analisis dan Rancangan Pengujian Hipotesis

Dalam menghasilkan data yang dapat dipercaya, maka penulis melakukan tahapan analisis dan pengujian hipotesis. Untuk melakukan sebuah analisis data dan pengujian hipotesis, terlebih dahulu penulis akan menentukan metode apa yang digunakan untuk menganalisis data hasil penelitian dan merancang metode untuk menguji sebuah hipotesis.

A.
Metode Analisis

 
Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah diinterpretasikan. Analisis data diperlukan agar peneliti dapat menghasilkan hasil yang dapat dipercaya. Data yang dihimpun dari hasil penelitian akan penulis bandingkan antara data yang ada di lapangan dengan data yang ada di perpustakaan, kemudian dinalisis untuk menarik kesimpulan. Langkah-langkah yang dilakukan adalah :

1. Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara sampling dimana diselidiki yang merupakan populasi yang dipilih dalam penelitian.
2. Setelah metode pengumpulan data ditentukan kemudian ditentukan alat untuk memperoleh data dari elemen-elemen yang akan diteliti. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar pertanyaan atau kuesioner.

3. Setelah data terkumpul kemudian dilakukan pengolahan data, disajikan, dan dianalisis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan uji statistik

Hasil pengoperasian variabel tersebut disusun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan (kuesioner/angket) yang terdiri dari 20 pertanyaan. Variabel (X) pengukuran kinerja sebanyak 10 pertanyaan dan Variabel (Y) peningkatan pelayanan pulik sebanyak 10 pertanyaan. Setiap dari item dari kuesioner tersebut memiliki 5 jawaban dengan nilai yang berbeda.


Untuk setiap pilihan jawaban diberi skor, maka responden harus menggambarkan, mendukung pernyataan (item positif) atau tidak mendukung pernyataan (item negatif).


Skor atas pilihan untuk kuesioner yang diajukan untuk pernyataan positif dan negatif adalah sebagai berikut :
Tabel 3.2

Skala Likert
	Jawaban Responden
	Skor Positif
	Skor Negatif

	Sangat Setuju
	5
	1

	Setuju
	4
	2

	Kurang Setuju
	3
	3

	Tidak Setuju
	2
	4

	Sangat Tidak Setuju
	1
	5




               (Sumber:Sugiyono, 2007:87)

Skala Likert menurut Sugiyono dalam bukunya “Metode Penelitian Bisnis” adalah sebagai berikut :


“Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial”.
(2004:86)


Untuk menilai variabel X dan variabel Y, maka analisis yang digunakan berdasarkan rata-rata dari masing-masing variabel. Anilai rata-rata yang ini diperoleh dengan menjumlahkan data keseluruhan dalam setiap variabel, kemudian dibagi dengan jumlah responden.


Setelah diperoleh rata-rata dari masing-masing variabel, kemudian dibandingkan dengan kriteria yang penulis tentukan berdasarkan nilai terendah dan nilai tertinggi dari hasil kuesioner.


Untuk variabel X terdapat 10 pertanyaan, nilai tertinggi variabel X adalah 5 sehingga (5 x 10 = 50), sedangkan nilai terendah adalah 1 sehingga (1 x 10 = 10). Atas dasar nilai tertinggi dan terendah tersebut, maka dapat ditentukan rentang interval, yaitu nilai tertinggi dikurangi nilai terendah dibagi jumlah kriteria. Dengan demikian dapat ditentukan panjang interval kelas masing-masing variabel. Berikut penentuan panjang interval kelas variabel X dan Y.
             Kurang Sekali       Kurang             Cukup                 Baik         Sanagat Baik


Gambar 3.1

Garis Kontinum

               (sumber : Jonatan Sarwono, 2005:28)

B.
Rancangan Pengujian Hipotesis


Rancangan hipotesis ini dimulai dengan melakukan uji validitas dan reabilitas data, serta uji hipotesis yang meliputi penetapan hipotesis nol, penelitian tes statistik dan perhitungannya serta penetapan tingkat signifikan.

1. Uji Validitas

Uji validias dilakukan untuk memenuhi taraf kesesuaian dan kecepatan alat ukur (instrumen) dalam menilai suatu objek penelitian. Intrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang hendak diukur dan diinginkan dengan tepat. Tinggi rendahya validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul, tidak menyimpang dari gambaran tentang variabel yang dimaksud.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan dalam uji validitas adalah korelasi rank spearman. Biasanya syarat minimum untuk dianggap memenuhi syarat adalah kalau rs tabel=0,3. Jadi, apabila korelasi antara butir pernyataan dengan skor total kurang dari 0,3 maka butir pertanyaan dalam instrumen tersebut tidak valid. Menurut Andi Supangat dalam bukunya “Statistika” menyatakan bahwa rumus dalam menguji validitas adalah sebagai berikut :

                               6∑di2
                       rs = 

                              n(n-1)

      (Sumber : Andi Supangat, 2007:362)



  Keterangan :



  rs = Koefisien Korelasi Rank Spearman



  di = Selisih ranking data variabel X dan Y



   n = Jumlah responden.
2. Uji Reliabilitas

Uji reabilitas bertujuan untuk menunjukkan sejauh mana suatu hasil penguuran relatif konsisten, apabila diulang dua kali atau lebih. Jadi dengan kata lain, reabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan.

Reliabilitas artinya adalah tingkat kepercayaan hasil suatu pengukuran. Pengukuran yang memiliki tingkat reabilitas yang tinggi yaitu pengukuran yang mampu memberikan hasil ukur yang terpercaya. 

Reliabilitas merupakan salah satu ciri atau karakter utama instrumen pengukuran yang baik. Setelah melakukan pengujian validitas butir pernyataan, maka langkah menguji keandalan atau kepercayaan alat pengungkapan dari data. 

Dengan diperoleh nilai rs dari uji validitas yang menunjukkan hasil iundeks koreksi yang menyatakan ada atau tidaknya hubungan antara dua belahan instrumen. Langkah-langkah kerjanya adalah sebagai berikut :

a. Item dibagi dua secara acak (misalnya secara genap dan ganjil), kemudian   dikelompokkan menjadi kelompok 1 dan 2.

b. Skor untuk masing-masing kelompok dijumlah sehingga terdapat skor total untuk setiap kelompok.

c. Korelasikan skor total kelompok 1 dan 2

d. Hitung angka reliabilitas untuk keseluruhan item, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :





2rb


                 r1=

                           1 + rb

     Dimana :  r1 = Realiabilitas internal seluruh instrumen




    rb = Korelasi produk momen antara belahan 1 dan 2

3. Uji Hipotesis
a. Penetapan Hipotesis

Penetapan hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada atau tidaknya hubungan antara variabel X dan variabel Y, yaitu hipotesis Nol (H0) dan Hipotesis Alternatif (H1). Adapun hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah hipotesis penelitian dan hipotesis statistik :

Hipotesis Penelitian
Untuk mengetahui pengaruh penerapan konsep good governance terhadap investasi bidang jasa, maka dilakukan uji hipotesis melalui asumsi sebagai berikut :

H0 
: Artinya pengukuran kinerja tidak berpengaruh terhadap peningkatan  pelayanan publik.

H1 : Artinya pengukuran kinerja berpengaruh terhadap peningkatan pelayanan publik.

Hipotesis Statistik
 Untuk mengetahui pengaruh, maka dilakukan uji statistik melalui asumsi sebagai berikut :
 H0 : ρ = 0,
artinya tidak terdapat pengaruh antara pengukuran kinerja (variabel X) dan peningkatan pelayanan publik (variabel Y)

 H1  : ρ ≠ 0,
artinya terdapat pengaruh antara pengukuran kinerja (variabel X) dan peningkatan pelayanan publik (variabel Y)

b.  Pengujian Hipotesis

Rancangan pengujian hipotesis digunakan untuk mengetahui korelasi dari kedua variabel yang diteliti, dalam hal ini adalah korelasi antara pengukuran kinerja dengan peningkatan pelayanan publik, dengan menggunakan pengujian statistik.

Langkah-lagkah pengujian hipotesis ini dimulai dengan menetapkan hipotesis nol dan hipotesis alternatif, pemilihan tes statistik, penetapan tingkat signifikasi dan penetapan kriteria pengujian.dan penetapan kriteria pengujian.

1. Penetapan Hipotesis Nol dan Hipotesis Alternatif

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya antara kedua variabel yang akan diteliti. Dimana hipotesis nol (H0) adalah hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara kedua variabel yang akan diteliti, dalam hal ini diformulasikan untuk ditolak. Sedangkan hipotesis alternatif (H1) merupakan hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antara kedua variabel yang akan diteliti dan dalam hal ini diformulasikan untuk diterima.

2. Pemilihan Tes Statistik dan Perhitungan Nilai Tes Statistik

Data yang digunakan untuk pengujian hipotesis ini berasal dari variabel X dan variabel Y, yang pengukurannya menggunakan skala ordinal, yaitu tingkat yang peling tinggi ke tingkat yang lebih rendah. Melalui pengukuran ini penulis dapat membagi respondennya ke dalam urutan ranking atas dasar sikapnya pada objek atau tinfdakan tertentu.

Oleh karena itu dalam menguji hipotesis ini digunakan teknik statistik nonparametik. Data tersebut diperoleh melalui kuesioner denganjenis pertanyaan tertutup dan setiap item memiliki skor tersendiri. Setelah melalui pengujian hipotesis dan hasilnya signifikan, maka untuk menentukan hubungan digunakan kriteria Guilford yaitu :
Tabel 3.3

Koefisien Korelasi

	No.
	Interval Koefisien
	Tingkat Hubungan

	1.
	0,00 -  0,019
	Sangat Lemah

	2.
	0,20 -  0,39
	Rendah

	3.
	0,40 -  0,59
	Sedang

	4.
	0,60 -  0,79
	Kuat

	5.
	0,80 -  1,00
	Sangat Kuat


                           (Sumber : Sugiyono, 2007:183)


       Apabila dalam penelitian terdapat dua subjek atau lebih yang mempunyai   nilai yang sama, maka digunakan rumus sebagai berikut :
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Keterangan :


rs
: Koefisien Korelasi Rank Spearman


n
: Banyaknya Ukuran Sampel


X
: Rank variabel X


Y
: Rank variabel Y


R (Xi)
: Rank pada X untuk data ke-1


R (Yi)
: Rank pada Y untuk data ke-1
        c.  Analisis Koefisien Determinasi

Analisis koefisien determinasi (Kd) adalah menunjukkan seberapa besar pengaruh antara kedua variabel yang diteliti, maka dihitung koefisien determinasi dengan asumsi dasar faktor-faktor lain di luar variabel dianggap tetap atau konstan, koefisien diantara lain -1 ≤ r ≤ +1, maka tanda (-) berlawanan arah, sedangkan tanda (+) menunjukkan searah.
Selanjutnya untuk mengetahui seberapa faktor yang mempengaruhi pengaruh pengukuran kinerja terhadap peningkatan pelayanan publik, maka hubungan atau pengaruh dihitung koefisien dterminasi (Kd) dengan rumus :


    Kd = r2 x 100%
                                                               (Sumber Sugiyono, 2002:292)

Keterangan :

Kd : Koefisien Determinasi

rs   : Koefisien korelasi Rank Spearman
c. Uji Statistik

Analisis ini digunakan untuk menentukan apakah H0 ditolak atau diterima dengan menggunakan rumus statistik uji t sebagai berikut :
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             (Sumber : Sugiyono, 2002:292)
Keterangan :

t
: Uji t

r
: Koefisien korelasi Rank Spearman

n
: Banyaknya Responden

Tingkat signifikan (level of significance) yang digunakan adalah 0,05 (5%) dengan derajat kebebasan dk = n-2. Tingkat ini dipilih karena dinilai cukup ketat untuk mewakili dalam pengujian kedua variabel tersebut dan merupakan tingkat signifikan yang sering digunakan terutama dalam ilmu-ilmu sosial. Kriteria-kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah H0 ditolak atau diterima adalah :

Jika thitung < ttabel, berarti H1 ditolak, H0 diterima

Jika  thitung > ttabel, berarti H1 diterima, H0 ditolak

Gambar 3.2
Kurva t distribusi (Uji Dua Pihak)
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian
Setelah sebelumnya dijelaskan mengenai hal-hal yang melatarbelakangi penelitian, teori-teori yang telah mengukuhkan penelitian maupun metode penelitian yang digunakan, maka di dalam bab ini akan memaparkan mengenai hasil dari penelitian. Hasil penelitian yang diperoleh dari gambaran umum instansi, pelaksanaan pengukuran kinerja dan pelaksanaan pelayanan publik.

4.1.1 Gambaran Umum Instansi

Pemerintah Kota Bandung merupakan instansi atau organisasi pemerintahan yang mempunyai hak dan kewenangan dalam melaksanakan tugas desentralisasi yaitu mengatur dan mengurus kepentingan daerah menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat. Hak dan kewenangan dalam wujud tugas dan kewajiban guna mencapai tujuan berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokratis, keadilan, pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dituangkan dalam kebijakan pembangunan.

Pelayanan publik merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat disamping sebagai abdi negara. Pelayanan publik oleh birokrasi publik dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat (warga negara) dari satu negara kesejahteraan (welfare state). Kondisi masyarakat yang mengalami perkembangan dinamis, tingkat kehidupan masyarakat yang semakin baik, mengakibatkan masyarakat semakin sadar akan apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam hidup bermasyarakat, mengajukan tuntutan, keinginan, dan aspirasinya kepada pemerintah. Kenyataan yang ada, mengisyaratkan hal yang kurang melegakan, hal tersebut terkait dengan kepuasan masyarakat yang belum terpenuhi. Dengan kata lain pelayanan yang selama ini diberikan belum memenuhi harapan pelanggan atau masyarakat.

Oleh karena itu, untuk mengetahui sejauhmana pelayanan yang telah diberikan oleh pemerintah, maka perlu diadakan pengukuran kinerja pemerintah itu sendiri. Pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

4.1.1.1 Sejarah Singkat Pemerintah Kota Bandung

Menurut sejarah, Kota Bandung merupakan kota keempat yang memiliki status ekonom. Dari tahun 1906 hingga pertengahan tahun 1945 nama dan bentuk Pemerintah Kota Bandung berubah-ubah dari Gemeente (1 April 1906 - 1 Oktober 1926) menjadi Stadsgemeente (1 Oktober 1926), kemudian menjadi Bandoeng SI / Kota Praja berdasarkan peraturan pemerintah (Karesidenan Priangan). Dalam kedudukan itu Kota Bandung senantiasa penuh dengan dinamika kehidupan sosial dan budaya, ekonomi, maupun politik. Didalamnya terjadi peristiwa atau momentum penting, baik berskala lokal maupun berskala rasional.

Pada zaman pemerintahan Belanda, Gubernur Jenderal J.B Van Heutz menetapkan Dayeuh Bandung menjadi Gemeente yang berlangsung selama 20 tahun 6 bulan secara implisit. Sistem ini bertujuan memelihara kepentingan orang-orang Eropa (khususnya Belanda) atau disebut orang asing yang berada atau tinggal di Kota Bandung yang diatur oleh hukumnya sendiri ditengah-tengah masyarakat pribumi yang menggunakan sistem pemerintahan yang mengacu pada nilai-nilai hukum adat di bawah kepemimpinan Bupati R.A.A Martanegara. Berdasarkan keputusan Gubernur Jenderal pada tanggal 27 Agustus 1926 Nomor 3 (Staat Glad 1926 No.396) status Kota Bandung ditingkatkan lagi menjadi “Stadgemeente”.

Pada tanggal 15 Oktober 1945 dibawah kepemimpinan Walikota Bandung R. Syamsoerizal, sekutu atau Inggris tiba di Bandung. Maka sebagai akibat dari peristiwa tersebut Kota Bandung terbagi ke dalam dua bagian yaitu Bandung Utara dan Bandung Selatan. Pada tanggal 24 Maret 1946 malam, terjadi peristiwa heroik yakni gerakan perlawanan masyarakat melalui gerakan bumi hangus yang dikenal dengan “Bandung Lautan Api”. Untuk itu, pemerintah Kota Bandung terpaksa mengungsi, dan pengungsian tersebut berakhir setelah persetujuan Renville Kota Bandung yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 1949, sejak saat itu pemerintah Bandung kembali ke Bandung.

Pada masa berikutnya “Negara Pasundan” (24 April 1948 s.d 11 Maret 1949) Kota Bandung kembali ke status nya yakni “Stadsgemeente” dengan sebutan “Hamite Kota Bandung”. Namun, sejalan dengan lenyapnya Negara Pasundan, hilang pula istilah itu dan kemudian dengan sebutan “Kota Besar bandung”, yang berlaku mulai tanggal 15 Agustus 1950. Pada tahun 1950 di Kota Bandung terjadi suatu peristiwa yang semakin mengokohkan perannya yang bukan hanya sebagai kota perdamaian, yakni dengan berlangsungnya Konferensi Asia Afrika yang menghasilkan ikrar “Dasasila Bandung”. Selain itu pada sekitar tahun 1955 tersebut, Kota Bandung juga mendapat kehormatan menjadi tempat kedudukan Dewan Konstistuante.

Pada tahun 1957 Undang-undang Pemerintah Daerah diganti lagi dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 yang menyebabkan sebutan kota besar diganti dengan istilah “Kota Praja Bandung”. Dan dengan keluarnya Surat Edaran Walikota Kepala Daerah Bandung No. 637 Tahun 1974 menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II bandung yang berlaku hingga sampai sekarang.

Berdasarkan sejarahnya, maka kota Bandung mempunyai dua event yang dapat dijadikan titik tolak sejarah kota Bandung, yakni :

1. Hari jadi Kota Bandung tanggal 25 Mei 1811, mulainya Bandung dijadikan sebuah Kota.

2. Hari jadi kotamadya Bandung pada tanggal 1 April 1906, kotamadya yakni pemerintah kota yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiir, yang saat ini disebut Kotamadya Daerah Tingkat II.

Sampai saat ini Kota Bandung dipergunakan oleh dua pemerintahan, yaitu Kodya Bandung dan Ibu Kota Provinsi Jawa Barat. Adapun bilangan para Walikota Bandung yang memegang pemerintahan setelah Ir. R. Oekar Brata Koesoemah sampai sekarang ini terlihat pada Tabel 4.1.
Tabel 4.1

Urutan Walikota Bandung dan Masa Jabatannya

	No.
	Walikota Bandung
	Masa Jabatan

	1.
	Croep
	1949

	2.
	R.H. Enoch
	1949-1956

	3.
	R. Priatna Koesoemah
	1956-1968

	4.
	R. Didi Djukardi
	1966-1968

	5.
	R. Otje Djundjunan Setiakoesoemah
	1971-1976

	6.
	H. Utju Djunaedi
	1976-1978

	7.
	H. Hoesen Wangsaatmadja
	1978-1983

	8.
	H. Ateng Wahyudi
	1983-1988, 1988-1993

	9.
	H. Wahyu Hamijaya
	1993-1998

	10.
	A.A. Tarmana
	1998-2002

	11.
	H. Dada Rosada, S.H., M.Si
	2003-2008


(Sumber : Pemerintah Kota Bandung, 2008)

Visi dan Misi Pemerintah Kota Bandung

1. Visi Pemerintah Kota Bandung

Tuhan Yang maha Esa telah menganugerahkan Tatar Bandung sebagai bagian dari tanah priangan yang “hejo lembok”. Tatar Bandung secara administratif kewilayahan terdiri atas kabupaten Bandung dan Kota Bandung. Kota Bandung sendiri berada di cekungan Tatar Bandung.

Pemerintah Kota Bandung sejak tahun 1993 telah merintis kerjasama dengan pemerintah kabupaten Bandung yang direalisasikan dalam bentuk konsep metropolitan Bandung. Hal ini dilakukan sebagai upaya efisiensi guna menjawab permasalahan dan kemampuan dalam perencanaan dan pengelolaan Kota dan Kabupaten Bandung, melalui pemanfaatan sumber daya yang ada. Pada tahun 1999 Pemerintah Kota Bandung dan Pemerintah Kabupaten Bandung telah menyepakati Visi Tatar Bandung, yaitu “Tatar Bandung 2020 Ramah dan Cerdas”.

Kota Bandung sevagai bagian dari Metropolitan Bandung harus mewujudkan masyarakat yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang didukung oleh masyarakat kota yang sehat, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, kesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang berdisiplin.  Untuk mewujudkan hal tersebut, Kota Bandung secara spesifik mempunyai visi yaitu :

“MENINGKATKAN PERAN KOTA BANDUNG SEBAGAI KOTA JASA MENUJU TERWUJUDNYA KOTA YANG GENAH MERENAH TUMANINAH”

Definisi Operasional

Bandung sebagai Kota Jasa adalah kota yang menitikberatkan pada jasa pelayanan di bidang produksi dan mekanisme pasar. Apabila pelayanan meningkat, kehidupan sosial, ekonomi, budaya akan berkembang sesuai kemampuan dan kondisinya, sehingga akan mampu meningkatkan kehidupan masyarakat menuju kondisi kehidupan genah merenah tumaninah.

“Genah”, mempunyai arti enak, senang, nyaman, aman, tenang, tenteram, kerasan, bahagia.

“Merenah”, mempunyai arti rapih, indah, tertib, teratur, nyaman, serasi, tepat, benar, menempatkan sesuatu pada tempatnya.

“Tumaninah”, mempunyai arti senang, nyaman, bahagia, tenang, menumbuhkan kekuatan batiniah, erat kaitannya dengan keimanan dan ketakwaan.

Gerenah, merenah, tumaninah adalah rasa yang berhubungan dengan perasaan yang tercipta karena hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungannya, dan manusia dengan Tuhan-Nya. Semua itu akan dapat diwujudkan apabila bekerja, berkarya nyata, taat azas, peka terhadap masalah, bias memilih yang benar dan salah, meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Alllah SWT dan bertakarub dengan-Nya. Disamping itu juga dituntut menghormati, memakai serta melaksanakan berbagai amanat leluhur yang tercermin dalam adat istiadat, tradisi, dan budaya setempat, yang relevan dengan ajaran agama.

2. Misi Pemerintah Kota Bandung

Misi adalah tugas yang diemban Pemerintah Kota Bandung, yang meliputi :
1) Meningkatkan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang maha Esa dalam kehidupan dan mantapnya persaudaraan umat beragama yang berakhlak mulia.

2) Mewujudkan suasana yang kondusif, yaitu membangun kesadaran dan komitmen warga kota sehingga dapat memberikan kontribusi dalampembangunan kota melalui pertisipasi aktif dengan mengembangkan kreativitas dan motivasi keberhasilan pembangunan.
3) Mewujudkan Kota Bandung yang terbebas dari penyakit masyarakat.

4) Mewujudkan otonomi daerah dalam rangka membangun kota yang tertata rapih, nyaman, dan layak huni melalui pengelolaan pembangunan sarana dan prasarana dalam mendukung pembangunan ekonomi, soial, manajemen tata ruang dan lingkungan.

5) Mewujudkan aparatur pemerintah kota yang koordinatif, berfungsi melayani masyarakat, professional, berdaya guna, produktif, transparan, dan bebas dari perilaku menyimpang.

6) Meningkatkan kesejahteraan, yaitu pemberdayaan masyarakat dan seluruh potensi ekonomi, terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi, dengan mengembangkan system ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan berbasis pada sumber daya alam serta sumber daya manusia, produktif, mandiri, maju berdaya saing, berwawasan lingkungan berkelanjutan.

7) Menciptakan dan meningkatkan daya tarik kota, yaitu tertatanya sentra-sentra ekonomi secara merata di seluruh kota dengan didukung system transportasi yang memadai.

8) Menciptakan kemudahan investasi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

9) Mewujudkan system dan iklim pendidikan yang demokratis dan bermutu, guna memperteguh persaudaraan yang berakhlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat, berdisiplin dan bertanggunmg jawab, berketerampilan, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mengembangkan kualitas manusia dan masyarakat.

4.1.1.2 Struktur Organisasi

Suatu organisasi baik itu organisasi profit maupun nonprofit pasti memiliki struktur organisasi dan uraian jabatan yang jelas dan tegas, sebab hal itu akan membuat adanya pembagian kerja yang tegas antara satu bagian dengan bagian lainnya.

Menurut Peraturan Daerah Kota bandung No. 3 Tahun 2001 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung dan Keputusan Walikota bandung No. 325 Tahun 2001 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada Sekretariat Kota Bandung. Sekretariat Daerah Kota Bandung menggunakan struktur organisasi garis, dimana dalam menjalankan tugasnya, walikota membawahi langsung secretariat daerah (pimpinan sekretaris daerah). Untuk lebih jelasnya susunan organisasi sekretariat daerah adalah sebagai berikut :

Sekretariat Daerah membawahi :

1. Asisten Tata Praja, yang membawahi :

a. Bagian Bina Pemerintah dan Otonomi Daerah, membawahi :

1. Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah

2. Sub Bagian Bina Pemerintah Kecamatan

3. Sub Bagian Bina Pemerintah Kelurahan

b. Bagian Hukum, membawahi :

1. Sub Bagian Perundang-Undangan

2. Sub Bagian Bantuan Hukum

3. Sub Bagian Administrasi dan Dokumentasi Hukum

4. Sub Bagian Pengkajian dan Evaluasi

c. Bagian Organisasi, membawahi :

1. Sub Bagian Kelembagaan

2. Sub Bagian Ketatalaksanaan

3. Sub Bagian Analisa Formasi Jabatan

4. Sub Bagian Data dan Sistem Informasi

2. Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi bebrapa bagian yakni sebagai berikut :

a. Bagian Ekonomi, membawahi :

1. Sub Bagian Bina Produksi dan Distribus

2. Sub Bagian Sarana dan Prasarana Ekonomi

3. Sub Bagian Administrasi Pendayagunaan Badan Usaha MIlik Daerah (BUMD)

b. Bagian Pembangunan, membawahi :

1. Sub Bagian Penyusunan Program

2. Sub Bagian Administrasi Pengendalian Program

3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

c. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi :

1. Sub Bagian Kesejahteraan Sosial

2. Sub Bagian Bintal dan Agama

3. Sub Bagian Pemuda dan Olahraga

d. Bagian Pemberdayaan Perempuan, membawahi :

1. Sub Bagian Analisa Kebijakan Pemberdayaan Perempuan

2. Sub Bagian Pemberdayaan dan Partisipasi Peran Serta Masyarakat dan Organisasi Perempuan

3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
3. Sistem Administrasi, membawahi :

a. Bagian Keuangan, membawahi :
1. Sub Bagian Penatausahaan dan Anggaran

2. Sub Bagian Perbendaharaan Kas Daerah

3. Sub Bagian Akuntansi

b. Bagian Pegawai, membawahi :

1. Sub Bagian Pegawai

2. Sub Bagian Mutasi Pegawai

3. Sub Bagian Pengembangan Karir

c. Bagian Umum, membawahi :
1. Sub Bagian Tat Usaha Pimpinan dan Keuangan Sekretariat

2. Sub Bagian Rumah Tangga

3. Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi
d. Bagian Perlengkapan, membawahi :

1. Sub Bagian Inventarisasi dan Analisa Kebutuhan

2. Sub Bagian Administrasi Pengadaan

3. Sub Bagian Penyimpanan dan Distribusi

4. Sub Bagian Pengelolaan Aset Daerah   
4.1.1.3 
Aktivitas Pemerintah Kota Bandung

Tujuan utama dari Pemerintah Kota Bandung adalah menambah dan menumbuh kembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan. Dibawah ini merupakan aktivitas Pemerintah Kota Bandung secara garis besar, yaitu :

1. Mengelola sumber daya alam

2. Mengelola keuangan daerah

3. Melaksanakan aktivitas wajib yang tidak dapat dilimpahkan kepada pemerintah yang lebih tinggi

4. Mengatur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

5. Kerja sama antar daerah dan badan lain

6. Kerja sama dengan luar negeri

7. Pembangunan kawasan perkotaan

Dalam melakukan aktivitasnya Pemerintah Kota Bandung dilengkapi oleh perangkat daerah. Perangkat daerah adalah organisasi atau lembaga yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dan membantu kepala daerah (Gubernur dan walikota atau Bupati) dalam penyelenggaraaan pemerintahan, perangkat pemerintah daerah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sekretaris Daerah (Sekdakot)

Sekretaris mempunyai aktivitas atau tugas membantu kepala daerah dan melaksanakan tugas penyelenggaraan pemrintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada perangkat daerah yang lainnya. Secara lebih rinci aktivitas Sekretaris Daerah Kota Bandung (Sekdakot) adalah sebagai berikut :

a. Mengkooordinasikan perumusan kebijakan pemerintah daerah

b. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan

c. Mengelola sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana pemerintah daerah

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Dinas Daerah

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah melalui sekretariat daerah kota (Sekdakot). Dinas daerah mempunyai aktivitas sebagai berikut :

a. Merumuskan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya

b. Memberikan izin dan pelayanan umum

c. Membina dan melaksanakan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya

4.1.1.4
Profil Responden


Data responden yang berhasil dikumpulkan oleh penulis dari penelitian ini adalah sebanyak 15 respionden. Sesuai dengan ukuran sampel yang telah ditentukan dalam Bab III. Data mengenai karakteristik responden adalah sebagai berikut :

a. Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2 
Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
	Jenis Kelamin
	Jumlah Responden
	Persentase %

	Pria
	6
	40 %

	Wanita
	9
	60 %

	Jumlah
	15
	100 %


                       Sumber : Data Primer yang telah diolah, 2009

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat diketahui profil karyawan berdasarkan jenis kelamin. Data yang diperoleh melalui kuesioner yang diisi oleh responden menunjukkan bahwa responden yang berjenis kelamin pria berjumlah 6 orang atau sebesar 40%, dan responden yang berjenis kelamin wanita berjumlah 9 orang atau sebesar 60%, jadi responden paling banyak berdasarkan jenis kelamin adalah wanita.

b. Profil Responden Berdasarkan Usia

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3 
Profil Responden Berdasarkan Usia

	Usia
	Jumlah Responden
	Persentase %

	21-30 Tahun
	1
	6,67 %

	31-40 Tahun
	5
	33,33 %

	41-50 Tahun
	4
	26,67 %

	   >50 Tahun
	5
	33,33 %

	Jumlah
	15
	100 %


                         Sumber : Data Primer yang telah diolah, 2009

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat diketahui profil karyawan berdasarkan Usia. Data yang diperoleh melalui kuesioner yang diisi oleh responden yang berusia 21-30 tahun berjumlah 1 orang atau sebesar 6,67%, yang berusia 31-40 tahun berjumlah 5 orang atau sebesar 33,33%, yang berusia 31-40 tahun berjumlah 4 orang atau sebesar 26,67% yang berusia 41-50 tahun berjumlah 5 orang atau sebesar 33,33% jadi responden paling banyak berdasarkan usia adalah wanita.
c. Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.4 
Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

	Pendidikan Terakhir
	Jumlah Responden
	Persentase %

	SLTA, DI
	1
	6,67 %

	DII-DIII
	3
	20 %

	SI-S2
	11
	73.33 %

	Lainnya
	0
	0

	Jumlah
	15
	100 %


           Sumber : Data Primer yang telah diolah, 2009

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat diketahui profil karyawan berdasarkan pendidikan terakhir. Data yang diperoleh melalui kuesioner yang diisi oleh responden menunjukkan bahwa responden yang berpendidikan terakhir SLTA-DI berjumlah 1 orang atau sebesar 6,67 %, untuk responden yang berpendidikan terakhir DII-III berjumlah 3 orang, dan responden yang berpendidikan terakhir S1-S2 berjumlah 9 orang atau sebesar 73,33%, jadi responden paling banyak berdasarkan pendidikian terakhir adalah S1-S2.
d. Profil Responden Berdasarkan Jabatan 

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan jabatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.5 
Profil Responden Berdasarkan Jabatan

	Jabatan
	Jumlah Responden
	Persentase %

	Pelaksana
	8
	53,33

	Staf
	7
	46,67

	Jumlah
	15
	100%


           Sumber : Data Primer yang telah diolah, 2009
Berdasarkan Tabel 4.5 dapat diketahui profil karyawan berdasarkan jabatan. Data yang diperoleh melalui kuesioner yang diisi oleh responden menunjukkan bahwa responden yang  jabatannya pelaksana berjumlah 8 orang atau sebesar 53,33%, dan responden yang berjenis kelamin wanita berjumlah 7 orang atau sebesar 46,67%, jadi responden paling banyak berdasarkan jabatannya adalah pelaksana.
e. Profil Responden Berdasarkan Lamanya Bekerja 

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan lamanya bekerja dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 4.6

 Profil Responden Berdasarkan Lamanya Bekerja

	Lama Bekerja
	Jumlah Responden
	Persentase %

	1-10   Tahun
	2
	13,33 %

	11-20 Tahun
	4
	26,67 %

	21-30 Tahun
	7
	46,67 %

	   >30 Tahun
	2
	13,33 %

	Jumlah
	15
	100 %


                    Sumber : Data Primer yang telah diolah, 2009

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat diketahui profil karyawan berdasarkan lamanya bekerja. Data yang diperoleh melalui kuesioner yang diisi oleh responden menunjukkan bahwa responden yang lama bekerjanya 1-10 tahun berjumlah 2 orang atau sebesar 13,33%, 11-20 tahun berjumlah 4 orang atau sebesar 26,67%, 21-30 tahun berjumlah 7 orang atau sebesar 46,67%, >30 tahun berjumlah 2 orang atau sebesar 13,33% jadi responden paling banyak yang lama bekerjanya antara 21-30 tahun.
4.1.2
Rancangan Pengujian Hipotesis

A.
Pengujian Validitas


 Uji validitas ini bertujuan menguji sejauh mana alat ukur, dalam hal ini kuesioner mengukur apa yang hendak diukur untuk menghitung korelasi antara masing-masing pertanyaan ataua pernyataan dengan skor total. Hal ini dilakukan untuk mengetahui pertanyaan atau pernyataan mana yang valid dan yang tidak valid, dengan mengkorelasikan data pertanyaan dengan skor total. Dengan tingkat signifikansi 0,3 yang diperoleh dari table daftar nilai rkritis. Apabila alat ukur tersebut < 0,3 (tidak valid) dan > 0,3 (valid). Untuk menguji validitas item tersebut menggunakan software SPSS 12.0 for windows.

Dari hasil perhitungan korelasi antar pertanyaan dengan skor total, maka diperoleh hasil yang terlihat pada tabel 4.7 dan tabel 4.8 

Tabel 4.7

Hasil Uji Validitas Pengukuran Kinerja

	No. 
	Koefisien Korelasi
	rkritis
	Keterangan

	1
	0,740
	0,3
	Valid

	2
	0,524
	0,3
	Valid

	3
	0,524
	0,3
	Valid

	4
	0,951
	0,3
	Valid

	5
	0,540
	0,3
	Valid

	6
	0,472
	0,3
	Valid

	7
	0,555
	0,3
	Valid

	8
	0,403
	0,3
	Valid

	9
	0,620
	0,3
	Valid

	10
	0,530
	0,3
	Valid

	11
	0,666
	0,3
	Valid

	12
	0,756
	0,3
	Valid

	13
	0,650
	0,3
	Valid

	14
	0,627
	0,3
	Valid

	15
	0,902
	0,3
	Valid


           (Sumber : Data primer yang telah diolah, 2009)
Tabel 4.8

Hasil Uji Validitas Peningkatan Pelayanan Publik

	No. 
	Koefisien Korelasi
	rkritis
	Keterangan

	1
	0,626
	0,3
	Valid

	2
	0,528
	0,3
	Valid

	3
	0,609
	0,3
	Valid

	4
	0,353
	0,3
	Valid

	5
	0,670
	0,3
	Valid

	6
	0,555
	0,3
	Valid

	7
	0,737
	0,3
	Valid

	8
	0,367
	0,3
	Valid

	9
	0,554
	0,3
	Valid

	10
	0,375
	0,3
	Valid

	11
	0,598
	0,3
	Valid

	12
	0,587
	0,3
	Valid

	13
	0,783
	0,3
	Valid

	14
	0,639
	0,3
	Valid

	15
	0,798
	0,3
	Valid


         (Sumber : Data primer yang telah diolah, 2009)


Berdasarkan tabel 4.7 dan tabel 4.8 tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja (variabel X) dalam peningkatan pelayanan publik (variabel Y) dinyatakan valid untuk digunakan dalam proses pengolahan analisa setiap data, sebab semua hasil korelasi setiap item menghasilkan data yang valid sehingga validitas terpenuhi.

B.
Pengujian Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji kecenderungan atau kepercayaan alat ukur yang diperoleh nilai r dari uji validitas menunjukkan hasil indeks. Korelasi yang menyatakan ada tidaknya hubungan antara kedua instrument.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan dalam uji reliabilitas adalah dengan memberikan sejumlah pertanyaan kepada sejumlah subjek dan hasil jawaban dari pertanyaan atau pernyataan tersebut dibagi mejadi dua bagian yang sama besar berdasarkan penyusunan pertanyaan ganjil dan genap. Harga koefisien ini, minimal 0,6. Makin besar koefisiennya maka semakin besar keandalan alat ukur yang digunakan. Di bawah ini adalah tabel perhitungan uji reliabilitas dengan bantuan software SPSS 12.0 for windows.

Tabel 4.9
Skor Kelompok Ganjil dan Kelompok Genap

	No. 
	Skor Kelompok Ganjil
	Skor Kelompok Genap

	1
	35
	48

	2
	46
	44

	3
	46
	42

	4
	41
	46

	5
	26
	38

	6
	34
	34

	7
	34
	42

	8
	39
	41

	9
	38
	40

	10
	38
	38

	11
	40
	36

	12
	35
	30

	13
	39
	36

	14
	28
	42

	15
	42
	37


           Sumber : Data primer yang telah diolah 2009
Tabel 4.10
Hasil Uji Reliabilitas


                            Correlations

	
	 
	 
	Ganjil
	Genap

	Spearman's rho
	ganjil
	Correlation Coefficient
	1,000
	,863(**)

	 
	 
	Sig. (2-tailed)
	.
	,000

	 
	 
	N
	15
	15

	 
	genap
	Correlation Coefficient
	,863(**)
	1,000

	 
	 
	Sig. (2-tailed)
	,000
	.

	 
	 
	N
	15
	15


             **Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Didapatkan rb = 0,863 kemudian dimasukkan dalam rumus spearman brown dan perhitungannya sebagai berikut :





2rb


                 r1=

                           1 + rb

                            2.0,863  



            r1 =  




        1 +  0,863

                             1,726

                  r1 =  




            1,863

                  r1 =  0,926


Dari hasil perhitungan diatas diperoleh nilai rhitung = 0,926 sementara dari tabel dapat dilihat bahwa untuk n = 15, pada taraf signifikan 0,05 diperoleh rtabel  0,05 = . Hasil rhitung > rtabel dengan nilai (0,926 ). Maka disimpulkan antara variabel (X) Pengukuran kinerja dengan (Y) peningkatan pelayanan publik dikatakan reliabel dan dapat digunakan untuk penelitian.
4.1.3
Pengukuran Kinerja Pada Pemerintah Kota Bandung

Pelaksanaan pengukuran kinerja dalam lingkungan pemerintah Kota Bandung merupakan salah satu upaya yang ditujukan dalam mencapai visi Kota Bandung, yakni meningkatkan peran kota Bandung sebagai kota jasa, menuju terwujudnya kota yang genah merenah tumaninah. Pengukuran kinerja sendiri merupakan suatu hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Ada beberapa patokan dalam melaksanakan pengukuran kinerja, yaitu sebagai berikut :

Informasi yang dibutuhkan yang diperlukan dalam pengukuran kinerja


Informasi yang diperlukan dalam pengukuran kinerja meliputi informasi finansial dan informasi nonfinansial. Informasi tersebut digunakan untuk mengetahui sejauhmana target kinerja yang telah dicapai dalam periode tertentu dan dibandingkan dengan yang telah direncanakan. 
A.
Informasi Finansial

1.
Kinerja Pemerintah Saat Ini Sesuai Dengan Apa Yang Telah Dianggarkan

Berdasarkan Tabel 4.11 di bawah ini dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebesar 60%, yang menyatakan setuju sebesar 33,33%, yang menyatakan tidak tahu sebesar 6,67%, yang menyatakan tidak setuju sebesar 0%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebesar 0%. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas dari responden menyatakan sangat setuju kinerja pemerintah saat ini sesuai dengan apa yang telah dianggarkan.
Tabel 4.11
Kinerja pemerintah saat ini sesuai dengan apa yang telah dianggarkan
	Tanggapan
	Bobot
	F
	Skor
	%

	Sangat Setuju
	5
	9
	45
	60

	Setuju
	4
	5
	20
	33,33

	Tidak Tahu
	3
	1
	3
	6,67

	Tidak Setuju
	2
	0
	0
	0

	Sangat Tidak Setuju
	1
	0
	0
	0

	Jumlah
	15
	68
	100 


Sumber : Data primer yang telah diolah, 2009
2.
Penilaian kinerja dilakukan dengan menganalisis perbedaan antara kinerja yang telah dicapai dengan yang dianggarkan

Berdasarkan Tabel 4.12 di bawah ini dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebesar 33,33%, yang menyatakan setuju sebesar 33,33%, yang menyatakan tidak tahu sebesar 26,67%, yang menyatakan tidak setuju sebesar 0%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebesar 6,67%. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas dari responden yang menyatakan sangat setuju penilaian kinerja dilakukan dengan menganalisis perbedaan antara kinerja yang telah dicapai dengan yang dianggarkan.
Tabel 4.12
Penilaian kinerja dilakukan dengan menganalisis perbedaan antara kinerja yang telah dicapai dengan yang dianggarkan

	Tanggapan
	Bobot
	F
	Skor
	%

	Sangat Setuju
	5
	5
	25
	33,33

	Setuju
	4
	5
	20
	33,33

	Tidak Tahu
	3
	4
	12
	26,67

	Tidak Setuju
	2
	0
	0
	0

	Sangat Tidak Setuju
	1
	1
	1
	6,67

	Jumlah
	15
	58
	100 


Sumber : Data primer yang telah diolah, 2009

3.
Kinerja pemerintah selama ini tidak berpengaruh terhadap laporan keuangan

Berdasarkan Tabel 4.13 di bawah ini dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebesar 0%, yang menyatakan setuju sebesar 0%, responden yang menyatakan tidak tahu sebesar 26,67%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebesar 53,33%. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas dari responden menyatakan sangat tidak setuju kinerja pemerintah selama ini tidak berpengaruh terhadap laporan keuangan.
Tabel 4.13
Kinerja pemerintah selama ini tidak berpengaruh terhadap laporan keuangan

	Tanggapan
	Bobot
	F
	Skor
	%

	Sangat Setuju
	1
	0
	0
	0

	Setuju
	2
	0
	0
	0

	Tidak Tahu
	3
	3
	9
	20

	Tidak Setuju
	4
	4
	16
	26,67

	Sangat Tidak Setuju
	5
	8
	40
	53,33

	Jumlah
	15
	65
	100 


Sumber : Data primer yang telah diolah, 2009

4.
Pendapatan pengeluaran (belanja rutin dan belanja investasi) yang telah dikeluarkan dengan yang dianggarkan berpengaruh terhadap pencapaian kinerja

Berdasarkan Tabel 4.14 di bawah ini dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebesar 0%, responden yang menyatakan setuju sebesar 53,34%, responden yang menyatakan tidak tahu sebesar 33,33%, responden yang menyatakan tidak setuju sebesar 13,33%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebesar 0%. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas dari responden menyatakan setuju bahwa pendapatan pengeluaran (belanja rutin dan belanja investasi) yang telah dikeluarkan dengan yang dianggarkan berpengaruh terhadap pencapaian kinerja.
Tabel 4.14
Pendapatan pengeluaran (belanja rutin dan belanja investasi) yang telah dikeluarkan dengan yang dianggarkan berpengaruh terhadap pencapaian kinerja

	Tanggapan
	Bobot
	F
	Skor
	%

	Sangat Setuju
	5
	0
	0
	0

	Setuju
	4
	8
	32
	53,34

	Tidak Tahu
	3
	5
	15
	33,33

	Tidak Setuju
	2
	2
	4
	13,33

	Sangat Tidak Setuju
	1
	0
	0
	0

	Jumlah
	15
	51
	100 


Sumber : Data primer yang telah diolah, 2009

5.
Pendapatan pengeluaran (belanja rutin dan belanja investasi) yang telah dikeluarkan oleh pemerintah lebih dominan memenuhi kepentingan pemerintah itu sendiri, ketimbang kepentingan masyarakat

Berdasarkan Tabel 4.15 di bawah ini dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebesar 0%, responden yang menyatakan setuju sebesar 13,34%, responden yang menyatakan tidak tahu sebesar 33,33%, responden yang menyatakan tidak setuju sebesar 33,33% dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebesar 20%. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas dari responden yang menyatakan tidak setuju bahwa pendapatan pengeluaran (belanja rutin dan belanja investasi) yang telah dikeluarkan oleh pemerintah lebih dominan memenuhi kepentingan pemerintah itu sendiri, ketimbang kepentingan masyarakat.
Tabel 4.15
Pendapatan pengeluaran (belanja rutin dan belanja investasi) yang telah dikeluarkan oleh pemerintah lebih dominan memenuhi kepentingan pemerintah itu sendiri, ketimbang kepentingan masyarakat

	Tanggapan
	Bobot
	F
	Skor
	%

	Sangat Setuju
	1
	0
	0
	0

	Setuju
	2
	2
	4
	13,34

	Tidak Tahu
	3
	5
	15
	33,33

	Tidak Setuju
	4
	5
	20
	33,33

	Sangat Tidak Setuju
	5
	3
	15
	20

	Jumlah
	15
	54
	100 


Sumber : Data primer yang telah diolah, 2009


Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa untuk pertanyaan yang bersifat positif terdapat pada tabel 4.11, tabel 4.12, dan tabel 4.14. Sedangkan pertanyaan yang bersifat negatif terdapat pada tabel 4.13 dan tabel 4.15. Pada tabel 4.11 yaitu kinerja pemerintah saat ini sesuai dengan apa yang telah dianggarkan diperoleh skor sebesar 68. Pada tabel 4.12 yaitu penilaian kinerja dilakukan dengan menganalisis perbedaan antara kinerja yang telah dicapai dengan yang dianggarkan diperoleh skor sebesar 58. Pada tabel 4.14 yaitu kinerja pemerintah saat ini sesuai dengan apa yang telah dianggarkan diperoleh skor sebesar 51. Sedangkan pada tabel 4.13 yaitu kinerja pemerintah selama ini tidak berpengaruh terhadap laporan keuangan diperoleh skor sebesar 65. Dan pada tabel 4.15 yaitu pendapatan pengeluaran (belanja rutin dan belanja investasi) yang telah dikeluarkan oleh pemerintah lebih dominan memenuhi kepentingan pemerintah itu sendiri, ketimbang kepentingan masyarakat.diperoleh skor sebesar 54. 
Tabel 4.16
Klasifikasi Jawaban Responden Mengenai Informasi Finansial

	No.

Pertanyaan
	Skor
	Jumlah
	Skor

	
	SS
	S
	TT
	TS
	STS
	
	

	1
	9
	5
	1
	0
	0
	15
	68

	2
	5
	5
	4
	0
	1
	15
	58

	3
	0
	0
	3
	4
	8
	15
	65

	4
	0
	8
	5
	2
	0
	15
	51

	5
	0
	2
	5
	5
	3
	15
	54

	Jumlah
	14
	20
	18
	11
	12
	75
	296


         Sumber : Data Primer yang telah diolah, 2009
B.
Informasi Nonfinansial

1.
Pengukuran kinerja dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik

Berdasarkan Tabel 4.17 di bawah ini dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebesar 26,67%, yang menyatakan setuju sebesar 33,33%, yang menyatakan tidak tahu sebesar 20%, yang menyatakan tidak setuju sebesar 13,33% dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebesar 6,67%. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas dari responden yang menyatakan sangat setuju pengukuran kinerja dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Tabel 4.17
Pengukuran kinerja dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik

	Tanggapan
	Bobot
	F
	Skor
	%

	Sangat Setuju
	5
	4
	20
	26,67

	Setuju
	4
	5
	20
	33,33

	Tidak Tahu
	3
	3
	9
	20

	Tidak Setuju
	2
	2
	4
	13,33

	Sangat Tidak Setuju
	1
	1
	1
	6,67

	Jumlah
	15
	54
	100 


Sumber : Data Primer yang telah diolah, 2009

2.
Faktor penghargaan (reward) dan hukuman (punisment) merupakan pendorong tercapainya tujuan organisasi dan meningkatkan kinerja

Berdasarkan Tabel 4.18 di bawah ini dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebesar 33,33%, responden yang menyatakan setuju sebesar 20%, responden yang menyatakan tidak tahu sebesar 13,33%, yang menyatakan tidak setuju sebesar 13,33%, dan responden yang menyatakan sangat tidak setuju sebesar 20%. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas dari responden yang menyatakan setuju faktor penghargaan (reward) dan hukuman (punisment) merupakan pendorong tercapainya tujuan organisasi dan meningkatkan kinerja.

Tabel 4.18
Faktor penghargaan (reward) dan hukuman (punisment) merupakan pendorong tercapainya tujuan organisasi dan meningkatkan kinerja

	Tanggapan
	Bobot
	F
	Skor
	%

	Sangat Setuju
	5
	5
	25
	33,33

	Setuju
	4
	3
	12
	20

	Tidak Tahu
	3
	2
	6
	13,33

	Tidak Setuju
	2
	2
	4
	13,33

	Sangat Tidak Setuju
	1
	3
	3
	20

	Jumlah
	15
	50
	100 


Sumber : Data Primer yang telah diolah, 2009

3.
Pengukuran kinerja ditujukan agar pelayanan yang diberikan oleh pemerintah  kepada masyarakat dapat terpenuhi


Berdasarkan Tabel 4.19 di bawah ini dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebesar 20%, responden yang menyatakan setuju sebesar 26,67%, responden yang menyatakan tidak tahu sebesar 20%, responden yang menyatakan tidak setuju sebesar 20%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebesar 13,33%. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas dari responden menyatakan setuju bahwa pengukuran kinerja ditujukan agar pelayanan yang diberikan oleh pemerintah  kepada masyarakat dapat terpenuhi.
Tabel 4.19
Pengukuran kinerja ditujukan agar pelayanan yang diberikan oleh pemerintah  kepada masyarakat dapat terpenuhi

	Tanggapan
	Bobot
	F
	Skor
	%

	Sangat Setuju
	5
	3
	15
	20

	Setuju
	4
	4
	16
	26,67

	Tidak Tahu
	3
	3
	9
	20

	Tidak Setuju
	2
	3
	6
	20

	Sangat Tidak Setuju
	1
	2
	2
	13,33

	Jumlah
	15
	48
	100 


Sumber : Data Primer yang telah diolah, 2009

4.
Pengukuran berdasarkan informasi mengenai efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan, dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan


Berdasarkan Tabel 4.20 di bawah ini dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebesar 33,33%, responden yang menyatakan setuju sebesar 13,33% responden yang menyatakan tidak tahu sebesar 20%, responden yang menyatakan tidak setuju sebesar 13,34%, dan responden yang menyatakan sangat tidak setuju sebesar 20%. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas dari responden yang menyatakan tidak tahu pengukuran kinerja Pemerintah Kota Bandung berdasarkan informasi mengenai efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan, dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan.
Tabel 4.20
Pengukuran kinerja berdasarkan informasi mengenai efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan, dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan

	Tanggapan
	Bobot
	F
	Skor
	%

	Sangat Setuju
	5
	5
	25
	33,33

	Setuju
	4
	2
	8
	13,33

	Tidak Tahu
	3
	3
	9
	20

	Tidak Setuju
	2
	2
	4
	13,34

	Sangat Tidak Setuju
	1
	3
	3
	20

	Jumlah
	15
	49
	100 


Sumber : Data Primer yang telah diolah, 2009

5.
Tidak selamanya hukuman (punishment) itu dapat membangkitkan kinerja seseorang menjadi lebih baik dalam melayani masyarakat

Berdasarkan Tabel 4.21 di bawah ini dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebesar 40%, responden yang menyatakan setuju sebesar 6,67%, responden yang menyatakan tidak tahu sebesar 26,67%, responden yang menyatakan tidak setuju sebesar 0%, dan responden yang menyatakan sangat tidak setuju sebesar 26,67%. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas dari responden yang menyatakan tidak setuju pendapatan pengeluaran (belanja rutin dan belanja investasi) yang telah dikeluarkan oleh pemerintah lebih dominan memenuhi kepentingan pemerintah itu sendiri, ketimbang kepentingan masyarakat.
Tabel 4.21
Tidak selamanya hukuman (punishment) itu dapat membangkitkan kinerja seseorang menjadi lebih baik dalam melayani masyarakat

	Tanggapan
	Bobot
	F
	Skor
	%

	Sangat Setuju
	1
	6
	6
	40

	Setuju
	2
	1
	2
	6,67

	Tidak Tahu
	3
	4
	12
	26,67

	Tidak Setuju
	4
	0
	4
	0

	Sangat Tidak Setuju
	5
	4
	20
	26,67

	Jumlah
	15
	44
	100 


Sumber : Data Primer yang telah diolah, 2009


Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa untuk pertanyaan yang bersifat positif terdapat pada tabel 4.17, tabel 4.18, tabel 4.19, dan tabel 4.20. Sedangkan pertanyaan yang bersifat negatif terdapat pada tabel 4.21. Pada tabel 4.17 yaitu pengukuran kinerja dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik diperoleh skor sebesar 54. Pada tabel 4.18 yaitu faktor penghargaan (reward) dan hukuman (punisment) merupakan pendorong tercapainya tujuan organisasi dan meningkatkan kinerja diperoleh skor sebesar 50. Pada tabel 4.19 yaitu pengukuran kinerja ditujukan agar pelayanan yang diberikan oleh pemerintah  kepada masyarakat dapat terpenuhi diperoleh skor sebesar 48. Pada tabel 4.20 pengukuran kinerja berdasarkan informasi mengenai efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan, dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan yaitu diperoleh skor sebesar 49, dan pada tabel 4.21 yaitu tidak selamanya hukuman (punishment) itu dapat membangkitkan kinerja seseorang menjadi lebih baik dalam melayani masyarakat diperoleh skor sebesar 44.
Tabel 4.22
Klasifikasi Jawaban Responden Mengenai Informasi Nonfinansial

	No.

Pertanyaan
	Skor
	Jumlah
	Skor

	
	SS
	S
	TT
	TS
	STS
	
	

	1
	4
	5
	3
	2
	1
	15
	54

	2
	5
	3
	2
	2
	3
	15
	50

	3
	3
	4
	3
	3
	2
	15
	48

	4
	5
	2
	3
	2
	3
	15
	49

	5
	6
	1
	4
	0
	4
	15
	44

	Jumlah
	23
	15
	15
	9
	13
	75
	245


         Sumber : Data Primer yang telah diolah, 2009
Tabel 4.23
Total Pengukuran Kinerja

	No.
	Sub Indikator
	Skor
	Kategori

	1.
	Informasi Finansial
	296
	Baik

	2.
	Informasi Nonfinansial
	245
	Cukup Baik

	Jumlah
	541
	Baik


Sumber : Data Primer yang telah diolah, 2009

4.1.4
Pelayanan Publik Pada Pemerintah Kota Bandung


Pelayanan publik merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk melayani masyarakat, baik dalam bentuk barang ataupun jasa. Hal itu dilakukan untuk melaksanakan perundang-undangan. Ada beberapa patokan dalam melaksanakan pelayanan publik, yaitu sebagai berikut :
Azas-Azas Pelayanan Publik
Azas-azas pelayanan publik terdiri dari hak dan kewajiban, pengaturan setiap bentuk pelayanan umum, mutu proses keluaran dan kualitas pelayanan, penyelenggaraan pelayanan oleh pemerintah.
A. Hak dan Kewajiban
1.
Dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat pemerintah memperhatikan hak-hak dan kewajiban masyarakat

Berdasarkan Tabel 4.24 di bawah ini dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebesar 40%, responden yang menyatakan setuju sebesar 26,67%, responden yang menyatakan tidak tahu sebesar 20%, responden yang menyatakan tidak setuju sebesar 13,33%, dan responden yang menyatakan sangat tidak setuju sebesar 0%. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas dari responden yang menyatakan tidak setuju pendapatan pengeluaran (belanja rutin dan belanja investasi) yang telah dikeluarkan oleh pemerintah lebih dominan memenuhi kepentingan pemerintah itu sendiri, ketimbang kepentingan masyarakat.
Tabel 4.24
Dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat pemerintah memperhatikan hak-hak dan kewajiban masyarakat

	Tanggapan
	Bobot
	F
	Skor
	%

	Sangat Setuju
	5
	6
	30
	40

	Setuju
	4
	4
	16
	26,67

	Tidak Tahu
	3
	3
	9
	20

	Tidak Setuju
	2
	2
	4
	13,33

	Sangat Tidak Setuju
	1
	0
	0
	0

	Jumlah
	15
	59
	100 


Sumber : Data Primer yang telah diolah, 2009
2.
Dalam menerima pelayanan dari pemerintah, masyarakat lebih banyak menuntut haknya ketimbang melaksanakan kewajibannya


Berdasarkan Tabel 4.25 di bawah ini dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebesar 6,67%, responden yang menyatakan setuju sebesar 0%, responden yang menyatakan tidak tahu sebesar 33,33%, responden yang menyatakan tidak setuju sebesar 40%, responden yang menyatakan sangat tidak setuju sebesar 20%. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas dari responden yang menyatakan tidak setuju dalam menerima pelayanan dari pemerintah, masyarakat lebih banyak menuntut haknya ketimbang melaksanakan kewajibannya
Tabel 4.25
Dalam menerima pelayanan dari pemerintah, masyarakat lebih banyak menuntut haknya ketimbang melaksanakan kewajibannya

	Tanggapan
	Bobot
	F
	Skor
	%

	Sangat Setuju
	1
	1
	1
	6,67

	Setuju
	2
	0
	0
	0

	Tidak Tahu
	3
	5
	15
	33,33

	Tidak Setuju
	4
	6
	24
	40

	Sangat Tidak Setuju
	5
	3
	15
	20

	Jumlah
	15
	55
	100 


Sumber : Data Primer yang telah diolah, 2009


Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa untuk pertanyaan yang bersifat positif terdapat pada tabel 4.24. Sedangkan pertanyaan yang bersifat negatif terdapat pada tabel 4.25. Pada tabel 4.24 yaitu dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat pemerintah memperhatikan hak-hak dan kewajiban masyarakat diperoleh skor sebesar 59. Sedangkan pada tabel 4.25 yaitu dalam menerima pelayanan dari pemerintah, masyarakat lebih banyak menuntut haknya ketimbang melaksanakan kewajibannya diperoleh skor sebesar 55.
Tabel 4.26
Klasifikasi Jawaban Responden Mengenai Hak dan Kewajiban

	No.

Pertanyaan
	Skor
	Jumlah
	Skor

	
	SS
	S
	TT
	TS
	STS
	
	

	1.
	6
	4
	3
	2
	0
	15
	59

	2.
	1
	0
	5
	6
	3
	15
	55

	Jumlah
	7
	4
	8
	8
	3
	30
	114


         Sumber : Data Primer yang telah diolah, 2009

B.
Pengaturan setiap bentuk pelayanan umum

1.
Apakah setiap bentuk pelayanan umum sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan

Berdasarkan Tabel 4.27 di bawah ini dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebesar 46,67%, responden yang menyatakan setuju sebesar 33,33%, responden yang menyatakan tidak tahu sebesar 13,33%, responden yang menyatakan tidak setuju sebesar 6,67%, dan responden yang menyatakan sangat tidak setuju sebesar 0%. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas dari responden yang menyatakan sangat setuju  setiap bentuk pelayanan umum pada Pemerintah Kota Bandung sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan.
Tabel 4.27
Apakah setiap bentuk pelayanan umum sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan

	Tanggapan
	Bobot
	F
	Skor
	%

	Sangat Setuju
	5
	7
	35
	46,67

	Setuju
	4
	5
	20
	33,33

	Tidak Tahu
	3
	2
	6
	13,33

	Tidak Setuju
	2
	1
	2
	6,67

	Sangat Tidak Setuju
	1
	0
	0
	0

	Jumlah
	15
	63
	100 


Sumber : Data Primer yang telah diolah, 2009

2. Dalam pengambilan keputusan kebijakan publik, pemerintah telah menganut prinsip partisipasi.


Berdasarkan Tabel 4.28 di bawah ini dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebesar 53,33%, responden yang menyatakan setuju sebesar 13,34%, responden yang menyatakan tidak tahu sebesar 33,33%, responden yang menyatakan tidak setuju sebesar 0%, dan responden yang menyatakan sangat tidak setuju sebesar 0%. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas dari responden yang menyatakan sangat setuju dalam pengambilan keputusan kebijakan publik, pemerintah telah menganut prinsip partisipasi.
Tabel 4.28
Dalam pengambilan keputusan kebijakan publik, pemerintah telah menganut prinsip partisipasi.

	Tanggapan
	Bobot
	F
	Skor
	%

	Sangat Setuju
	5
	8
	40
	53,33

	Setuju
	4
	2
	8
	13,34

	Tidak Tahu
	3
	5
	15
	33,33

	Tidak Setuju
	2
	0
	0
	0

	Sangat Tidak Setuju
	1
	0
	0
	0

	Jumlah
	15
	63
	100 


Sumber : Data Primer yang telah diolah, 2009

3. Setiap bentuk pelayanan umum yang diberikan kepada masyarakat tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat.


Berdasarkan Tabel 4.29 di bawah ini dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebesar 20%, responden yang menyatakan setuju sebesar 33,33%, responden yang menyatakan tidak tahu sebesar 26,67%, responden yang menyatakan tidak setuju sebesar 20%, dan responden yang menyatakan sangat tidak setuju sebesar 0%. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas dari responden yang menyatakan setuju setiap bentuk pelayanan umum yang diberikan kepada masyarakat tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat.
Tabel 4.29
Setiap bentuk pelayanan umum yang diberikan kepada masyarakat tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat.

	Tanggapan
	Bobot
	F
	Skor
	%

	Sangat Setuju
	1
	3
	3
	20

	Setuju
	2
	5
	10
	33,33

	Tidak Tahu
	3
	4
	12
	26,67

	Tidak Setuju
	4
	3
	12
	20

	Sangat Tidak Setuju
	5
	0
	0
	0

	Jumlah
	15
	37
	100 


Sumber : Data Primer yang telah diolah, 2009


Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa untuk pertanyaan yang bersifat positif terdapat pada tabel 4.27 dan tabel 4.28. Sedangkan pertanyaan yang bersifat negatif terdapat pada tabel 4.29. Pada tabel 4.27 yaitu apakah setiap bentuk pelayanan umum sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan diperoleh skor sebesar 63. Pada tabel 4.28 yaitu dalam pengambilan keputusan kebijakan publik, pemerintah telah menganut prinsip partisipasi diperoleh skor sebesar 63. Pada tabel 4.29 setiap bentuk pelayanan umum yang diberikan kepada masyarakat tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat. yaitu diperoleh skor sebesar 37.
Tabel 4.30
Klasifikasi Jawaban Responden Mengenai Pengaturan Setiap Bentuk Pelayanan Umum

	No.

Pertanyaan
	Skor
	Jumlah
	Skor

	
	SS
	S
	TT
	TS
	STS
	
	

	1.
	7
	5
	2
	1
	0
	15
	63

	2.
	8
	2
	5
	0
	0
	15
	63

	3.
	3
	5
	4
	3
	0
	15
	37

	Jumlah
	18
	12
	11
	4
	0
	45
	163


                                          Sumber : Data Primer yang telah diolah, 2009
C.
Mutu Proses Keluaran dan Kualitas Pelayanan

1.
Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah berupaya untuk berempati dan mengerti akan keinginan, kemampuan, dan kebutuhan masyarakat.
Berdasarkan Tabel 4.31 di bawah ini dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebesar 46,67%, responden yang menyatakan setuju sebesar 13,33%, responden yang menyatakan tidak tahu sebesar 20%, responden yang menyatakan tidak setuju sebesar 13,33%, dan responden yang menyatakan sangat tidak setuju sebesar 6,67%. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas dari responden yang menyatakan sangat setuju dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah berupaya untuk berempati dan mengerti akan keinginan, kemampuan, dan kebutuhan masyarakat.
Tabel 4.31
Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah berupaya untuk berempati dan mengerti akan keinginan, kemampuan, dan kebutuhan masyarakat.

	Tanggapan
	Bobot
	F
	Skor
	%

	Sangat Setuju
	5
	7
	35
	46,67

	Setuju
	4
	2
	8
	13,33

	Tidak Tahu
	3
	3
	9
	20

	Tidak Setuju
	2
	2
	4
	13,33

	Sangat Tidak Setuju
	1
	1
	1
	6,67

	Jumlah
	15
	57
	100 


Sumber : Data Primer yang telah diolah, 2009
2.
Masyarakat tidak mendapatkan kualitas pelayanan yang maksimal
Berdasarkan Tabel 4.32 di bawah ini dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebesar 33,33%, responden yang menyatakan setuju sebesar 20%, responden yang menyatakan tidak tahu sebesar 13,33%, responden yang menyatakan tidak setuju sebesar 13,33%, dan responden yang menyatakan sangat tidak setuju sebesar 20%. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas dari responden menyatakan sangat setuju masyarakat tidak mendapatkan kualitas pelayanan yang maksimal.
Tabel 4.32
Masyarakat tidak mendapatkan kualitas pelayanan yang maksimal

	Tanggapan
	Bobot
	F
	Skor
	%

	Sangat Setuju
	1
	5
	5
	33,33

	Setuju
	2
	3
	6
	20

	Tidak Tahu
	3
	2
	6
	13,33

	Tidak Setuju
	4
	2
	8
	13,33

	Sangat Tidak Setuju
	5
	3
	15
	20

	Jumlah
	15
	40
	100 


Sumber : Data Primer yang telah diolah, 2009
3.
Sarana pelayanan yang diberikan pemerintah memberikan kenyamanan bagi pengguna pelayanan.


Berdasarkan Tabel 4.33 di bawah ini dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebesar 40%, responden yang menyatakan setuju sebesar 6,67%, responden yang menyatakan tidak tahu sebesar 26,67%, responden yang menyatakan tidak setuju sebesar 0%, dan responden yang menyatakan sangat tidak setuju sebesar 26,67%. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas dari responden menyatakan sangat setuju sarana pelayanan yang diberikan pemerintah memberikan kenyamanan bagi pengguna pelayanan.
Tabel 4.33
Sarana pelayanan yang diberikan pemerintah memberikan kenyamanan bagi pengguna pelayanan.

	Tanggapan
	Bobot
	F
	Skor
	%

	Sangat Setuju
	5
	6
	30
	40

	Setuju
	4
	1
	4
	6,67

	Tidak Tahu
	3
	4
	12
	26,67

	Tidak Setuju
	2
	0
	0
	0

	Sangat Tidak Setuju
	1
	4
	4
	26,67

	Jumlah
	15
	50
	100 


Sumber : Data Primer yang telah diolah, 2009


Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa untuk pertanyaan yang bersifat positif terdapat pada tabel 4.31 dan tabel 4.33. Sedangkan pertanyaan yang bersifat negatif terdapat pada tabel 4.32. Pada tabel 4.31 yaitu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah berupaya untuk berempati dan mengerti akan keinginan, kemampuan, dan kebutuhan masyarakat diperoleh skor sebesar 57. Pada tabel 4.33 yaitu masyarakat tidak mendapatkan kualitas pelayanan yang maksimal diperoleh skor sebesar 50. Pada tabel 4.32 sarana pelayanan yang diberikan pemerintah memberikan kenyamanan bagi pengguna pelayanan yaitu diperoleh skor sebesar 50.
Tabel 4.34
Klasifikasi Jawaban Responden Mengenai Mutu proses keluaran dan kualitas pelayanan

	No.

Pertanyaan
	Skor
	Jumlah
	Skor

	
	SS
	S
	TT
	TS
	STS
	
	

	1
	7
	2
	3
	2
	1
	15
	63

	2
	5
	3
	2
	2
	3
	15
	40

	3
	6
	1
	4
	0
	4
	15
	44

	Jumlah
	21
	6
	10
	4
	8
	45
	147


         Sumber : Data Primer yang telah diolah, 2009
D. Penyelenggaraan Pelayanan Oleh Pemerintah

1.
Dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku


Berdasarkan Tabel 4.35 di bawah ini dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebesar 6,67%, responden yang menyatakan setuju sebesar 13,33%, responden yang menyatakan tidak tahu sebesar 20%, responden yang menyatakan tidak setuju sebesar 40%, dan responden yang menyatakan sangat tidak setuju sebesar 20%. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas dari responden yang menyatakan tidak setuju dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Tabel 4.35
Dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku

	Tanggapan
	Bobot
	F
	Skor
	%

	Sangat Setuju
	1
	1
	1
	6,67

	Setuju
	2
	2
	4
	13,33

	Tidak Tahu
	3
	3
	9
	20

	Tidak Setuju
	4
	6
	24
	40

	Sangat Tidak Setuju
	5
	3
	15
	20

	Jumlah
	15
	53
	100 


Sumber : Data Primer yang telah diolah, 2009

2.
Dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta agar lebih menciptakan pelayanan yang lebih maksimal.


Berdasarkan Tabel 4.36 di bawah ini dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebesar 53,33%, responden yang menyatakan setuju sebesar 13,33%, responden yang menyatakan tidak tahu sebesar 26,67%, responden yang menyatakan tidak setuju sebesar 0%, dan responden yang menyatakan sangat tidak setuju sebesar 6,67%. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas dari responden yang menyatakan sangat setuju dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta agar lebih menciptakan pelayanan publik yang lebih maksimal.
Tabel 4.36
Dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta agar lebih menciptakan pelayanan publik yang lebih maksimal

	Tanggapan
	Bobot
	F
	Skor
	%

	Sangat Setuju
	5
	8
	40
	53,33

	Setuju
	4
	2
	8
	13,33

	Tidak Tahu
	3
	4
	12
	26,67

	Tidak Setuju
	2
	0
	0
	0

	Sangat Tidak Setuju
	1
	1
	1
	6,67

	Jumlah
	15
	61
	100 


Sumber : Data Primer yang telah diolah, 2009


Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa untuk pertanyaan yang bersifat positif terdapat pada tabel 4.36. Sedangkan pertanyaan yang bersifat negatif terdapat pada tabel 4.35. Pada tabel 4.36 yaitu dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta agar lebih menciptakan pelayanan yang lebih maksimal diperoleh skor sebesar 61. Pada tabel 4.35 yaitu dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, diperoleh skor sebesar 53.
Tabel 4.37
Klasifikasi Jawaban Responden Mengenai Penyelenggaraan Pelayanan Oleh Pemerintah.

	No.

Pertanyaan
	Skor
	Jumlah
	Skor

	
	SS
	S
	TT
	TS
	STS
	
	

	1.
	1
	2
	3
	6
	3
	15
	53

	2.
	8
	2
	4
	0
	1
	15
	61

	Jumlah
	9
	4
	7
	6
	4
	30
	114


         Sumber : Data Primer yang telah diolah, 2009


Kesimpulan mengenai informasi yang diperlukan dalam peningkatan pelayanan publik dapat dilihat berdasarkan nilai skor masing-masing sub indikator peningkatan pelayanan publik  pada tabel 4.38.
Tabel 4.38
Total Pelayanan Publik

	No.
	Sub Indikator
	Skor
	Kategori

	1.
	Hak dan Kewajiban
	114
	Kurang Baik

	2.
	Pengaturan Setiap Bentuk Pelayanan Umum
	163
	Baik

	3.
	Mutu Proses Keluaran dan Kualitas Pelayanan
	147
	Cukup Baik

	4.
	Penyelenggaraan Pelayanan Oleh Pemerintah
	114
	Baik

	Jumlah
	538
	Baik


Sumber : Data Primer yang telah diolah, 2009

Kesimpulan mengenai informasi yang diperlukan dalam peningkatan pelayanan publik dapat dilihat berdasarkan nilai skor masing-masing sub indikator peningkatan pelayanan publik. Karena dalam penelitian ini indikator yang telah ditetapkan untuk peningkatan pelayanan publik hanya satu, yakni azas-azas pelayanan umum. Maka dengan demikian hasil penelitian yang sudah dipaparkan mengenai indikator peningkatan pelayanan publik sekaligus mencerminkan hasil dari pelaksanaan pelayanan publik, yaitu pelaksanaan pelayanan publik sudah sangat memadai dengan skor sebesar 538 yang berada di range yang termasuk kategori baik.
4.1.5
Pengaruh Pengukuran Kinerja Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Pada Pemerintah Kota Bandung
Tabel 4.39

Klasifikasi Jawaban Responden Mengenai Total Pengukuran Kinerja

	Sub

Indikator
	N
	Skor
	Total

Skor
	Persentase

	
	
	SS
	S
	TT
	TS
	STS
	
	SS
	S
	TT
	TS
	STS

	1.
	15
	14
	20
	18
	11
	12
	296
	37,8
	57,14
	41,9
	55
	48

	2.
	15
	23
	15
	15
	9
	13
	245
	62,2
	42,85
	35
	45
	52

	Jumlah
	37
	35
	43
	20
	25
	541
	100
	99,99
	76,9
	100
	100

	Rata-rata
	50
	49,99
	38,45
	50
	50


Sumber : Data Primer yang telah diolah, 2009

Dari tabel 4.39 dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebesar sebesar 49,99%, setuju sebesar 49,99%, netral  sebesar 38,37%, tidak setuju  sebesar 50% dan sangat tidak setuju sebesar 50%. Jadi dapat disimpulkan bahwa minoritas responden menyatakan tidak tahu terhadap pengukuran kinerja pada Pemerintah Kota Bandung.
Tabel 4.40

Klasifikasi Jawaban Responden Mengenai Total Pelayanan Publik
	Sub

Indikator
	N
	Skor
	Total

Skor
	Persentase

	
	
	SS
	S
	TT
	TS
	STS
	
	SS
	S
	TT
	TS
	STS

	1.
	15
	7
	4
	8
	8
	3
	114
	12,7
	15,4
	22,22
	36,4
	20

	2.
	15
	18
	12
	11
	4
	0
	163
	32,7
	46,15
	30,55
	18,20
	0

	3.
	15
	21
	6
	10
	4
	8
	147
	38,2
	23
	27,8
	18,2
	53

	4.
	15
	9
	4
	7
	6
	4
	114
	16,4
	15,4
	19
	27
	26,7

	Jumlah
	55
	26
	36
	22
	15
	538
	100
	99,95
	99,58
	99,8
	99,7

	Rata-rata
	25
	24,9
	24,8
	24,9
	24,9


Sumber : Data Primer yang telah diolah, 2009

Dari tabel 4.40 dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebesar sebesar 25%, setuju sebesar 24,9%, netral  sebesar 24,8%, tidak setuju  sebesar 24,9% dan sangat tidak setuju sebesar 24,9%. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden menyatakan sangat setuju terhadap peningkatan pelayanan publik pada Pemerintah Kota Bandung.
4.2
Pembahasan


Setelah sebelumnya dipaparkan mengenai hasil penelitian, maka sekarang akan dilakukan pembahasan dari hasil penelitian tersebut. Pembahasan ini meliputi analisis pelaksanaan pengukuran kinerja, analisis pelaksanaan pelayanan publik, dan analisis pengaruh pengukuran kinerja terhadap peningkatan pelayanan publik.

4.2.1 Analisis Pengukuran Kinerja Pada Pemerintah Kota Bandung

Pengukuran kinerja dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung dengan tujuan agar apa yang telah dianggarkan oleh pemerintah dapat tercapai. Bardasarkan penelitian yang dilakukan pada Sub Bagian Pegawai Bagian Pegawai. Pada Pemerintah Kota Bandung, maka diperoleh hasil mengenai pelaksanaan pengukuran kinerja pada Pemerintah Kota Bandung sebagai berikut :

4.2.1.1 Informasi Finansial

1. Kinerja Pemerintah Saat Ini Sesuai Dengan Apa Yang Telah Dianggarkan

Setelah diuraikan gambaran hasil penelitian seluruh responden terhadap pernyataan tersebut, selanjutnya dibuat kesimpulan dari keseluruhan mengenai pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna pada Pemerintah Kota Bandung. Penentuan kriteria akumulasi jumlah skor jawaban skor maksimal yang mungkin diperoleh dari seluruh responden adalah 15 x 5 x 1 = 75 (hal ini terjadi apabila semua responden memilih kategori jawaban paling tinggi untuk satu item pertanyaan) dan skor minimal 15 x 1 x 1 = 15 (hal ini terjadi apabila semua responden memilih kategori jawaban paling rendah untuk satu item pertanyaan). Rentang dari nilai maksimal dan minimal tersebut dibagi lima untuk menentukan kriteria pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna pada Pemerintah Kota Bandung, maka rentang skor antara tingkat dapat dihitung dengan :

Skor maksimal
: 15 x 5 x 1 = 75

Skor Minimal
: 15 x 1 x 1 = 15

Range
: 75 – 15 = 60
Jenjang Range
: 60 : 5 = 12
Kriteria yang digunakan dalam penilaian pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna yaitu baik, cukup baik, kurang baik, dan tidak baik, yang disusun berdasarkan rentang skor seperti di bawah ini :

   Tidak Baik       Kurang Baik       Cukup Baik               Baik            Sangat Baik

15                  27                        39                       51                       63                      75
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Gambar 4.1

Garis Kontinum Untuk Kinerja Pemerintah Saat Ini Sesuai Dengan Apa Yang Telah Dianggarkan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan kinerja pemerintah saat ini sesuai dengan apa yang telah dianggarkan pada Pemerintah Kota Bandung, dapat dikatakan sangat baik dengan jumlah skor 68. Berdasarkan penentuan rentang skor diatas, maka jumlah skor tanggapan responden mengenai kinerja pemerintah saat ini sesuai dengan apa yang telah dianggarkan pada Pemerintah Kota Bandung, termasuk ke dalam kategori sangat baik.
2. Penilaian Kinerja Dilakukan Dengan Menganalisis Perbedaan Antara Kinerja Yang Telah Dicapai Dengan Yang Dianggarkan
Setelah diuraikan gambaran hasil penelitian seluruh responden terhadap pernyataan tersebut, selanjutnya dibuat kesimpulan dari keseluruhan mengenai pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna pada Pemerintah Kota Bandung. Penentuan kriteria akumulasi jumlah skor jawaban skor maksimal yang mungkin diperoleh dari seluruh responden adalah 15 x 5 x 1 = 75 (hal ini terjadi apabila semua responden memilih kategori jawaban paling tinggi untuk satu item pertanyaan) dan skor minimal 15 x 1 x 1 = 15 (hal ini terjadi apabila semua responden memilih kategori jawaban paling rendah untuk satu item pertanyaan). Rentang dari nilai maksimal dan minimal tersebut dibagi lima untuk menentukan kriteria pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna pada Pemerintah Kota Bandung, maka rentang skor antara tingkat dapat dihitung dengan :

Skor maksimal
: 15 x 5 x 1 = 75

Skor Minimal
: 15 x 1 x 1 = 15

Range
: 75 – 15 = 60

Jenjang Range
: 60 : 5 = 12

Kriteria yang digunakan dalam penilaian pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna yaitu baik, cukup baik, kurang baik, dan tidak baik, yang disusun berdasarkan rentang skor seperti di bawah ini :

   Tidak Baik       Kurang Baik       Cukup Baik               Baik            Sangat Baik

15                  27                        39                       51                       63                      75
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Gambar 4.2
Garis Kontinum Untuk Penilaian Kinerja Dilakukan Dengan Menganalisis Perbedaan Antara Kinerja Yang Telah Dicapai Dengan Yang Dianggarkan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan penilaian kinerja dilakukan dengan menganalisis perbedaan antara kinerja yang telah dicapai dengan yang dianggarkan pada Pemerintah Kota Bandung, dapat dikatakan baik dengan jumlah skor 58. Berdasarkan penentuan rentang skor diatas, maka jumlah skor tanggapan responden mengenai penilaian kinerja dilakukan dengan menganalisis perbedaan antara kinerja yang telah dicapai dengan yang dianggarkan pada Pemerintah Kota Bandung, termasuk ke dalam kategori baik.
3. Kinerja Pemerintah Selama Ini Tidak Berpengaruh Terhadap Laporan Keuangan

Setelah diuraikan gambaran hasil penelitian seluruh responden terhadap pernyataan tersebut, selanjutnya dibuat kesimpulan dari keseluruhan mengenai pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna pada Pemerintah Kota Bandung. Penentuan kriteria akumulasi jumlah skor jawaban skor maksimal yang mungkin diperoleh dari seluruh responden adalah 15 x 5 x 1 = 75 (hal ini terjadi apabila semua responden memilih kategori jawaban paling tinggi untuk satu item pertanyaan) dan skor minimal 15 x 1 x 1 = 15 (hal ini terjadi apabila semua responden memilih kategori jawaban paling rendah untuk satu item pertanyaan). Rentang dari nilai maksimal dan minimal tersebut dibagi lima untuk menentukan kriteria pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna pada Pemerintah Kota Bandung, maka rentang skor antara tingkat dapat dihitung dengan :

Skor maksimal
: 15 x 5 x 1 = 75

Skor Minimal
: 15 x 1 x 1 = 15

Range
: 75 – 15 = 60

Jenjang Range
: 60 : 5 = 12

Kriteria yang digunakan dalam penilaian pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna yaitu baik, cukup baik, kurang baik, dan tidak baik, yang disusun berdasarkan rentang skor seperti di bawah ini :

   Tidak Baik       Kurang Baik       Cukup Baik               Baik            Sangat Baik

15                  27                        39                       51                       63                      75
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Gambar 4.3

Garis Kontinum Untuk Kinerja Pemerintah Selama Ini Tidak Berpengaruh Terhadap Laporan Keuangan


Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan kinerja pemerintah selama ini tidak berpengaruh terhadap laporan keuangan pada Pemerintah Kota Bandung, dapat dikatakan baik dengan jumlah skor 65. Berdasarkan penentuan rentang skor diatas, maka jumlah skor tanggapan responden mengenai kinerja pemerintah selama ini tidak berpengaruh terhadap laporan keuangan pada Pemerintah Kota Bandung, termasuk ke dalam kategori baik.
4. Pendapatan Pengeluaran (Belanja Rutin dan Belanja Investasi) Yang Telah Dikeluarkan Dengan Yang Dianggarkan Berpengaruh Terhadap Pencapaian Kinerja

Setelah diuraikan gambaran hasil penelitian seluruh responden terhadap pernyataan tersebut, selanjutnya dibuat kesimpulan dari keseluruhan mengenai pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna pada Pemerintah Kota Bandung. Penentuan kriteria akumulasi jumlah skor jawaban skor maksimal yang mungkin diperoleh dari seluruh responden adalah 15 x 5 x 1 = 75 (hal ini terjadi apabila semua responden memilih kategori jawaban paling tinggi untuk satu item pertanyaan) dan skor minimal 15 x 1 x 1 = 15 (hal ini terjadi apabila semua responden memilih kategori jawaban paling rendah untuk satu item pertanyaan). Rentang dari nilai maksimal dan minimal tersebut dibagi lima untuk menentukan kriteria pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna pada Pemerintah Kota Bandung, maka rentang skor antara tingkat dapat dihitung dengan :

Skor maksimal
: 15 x 5 x 1 = 75

Skor Minimal
: 15 x 1 x 1 = 15

Range
: 75 – 15 = 60

Jenjang Range
: 60 : 5 = 12

Kriteria yang digunakan dalam penilaian pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna yaitu baik, cukup baik, kurang baik, dan tidak baik, yang disusun berdasarkan rentang skor seperti di bawah ini :

   Tidak Baik       Kurang Baik       Cukup Baik               Baik            Sangat Baik

15                  27                        39                       51                       63                      75
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Gambar 4.4
Garis Kontinum Untuk Pendapatan Pengeluaran (Belanja Rutin dan Belanja Investasi) Yang Telah Dikeluarkan Dengan Yang Dianggarkan Berpengaruh Terhadap Pencapaian Kinerja


Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan pendapatan pengeluaran (belanja rutin dan belanja investasi) yang telah dikeluarkan dengan yang dianggarkan berpengaruh terhadap pencapaian kinerja pada Pemerintah Kota Bandung, dapat dikatakan cukup baik dengan jumlah skor 51. Berdasarkan penentuan rentang skor diatas, maka jumlah skor tanggapan responden mengenai pendapatan pengeluaran (belanja rutin dan belanja investasi) yang telah dikeluarkan dengan yang dianggarkan berpengaruh terhadap pencapaian kinerja pada Pemerintah Kota Bandung, termasuk ke dalam kategori cukup baik.
5. Pendapatan pengeluaran (belanja rutin dan belanja investasi) yang telah dikeluarkan oleh pemerintah lebih dominan memenuhi kepentingan pemerintah itu sendiri ketimbang kepentingan masyarakat
Setelah diuraikan gambaran hasil penelitian seluruh responden terhadap pernyataan tersebut, selanjutnya dibuat kesimpulan dari keseluruhan mengenai pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna pada Pemerintah Kota Bandung. Penentuan kriteria akumulasi jumlah skor jawaban skor maksimal yang mungkin diperoleh dari seluruh responden adalah 15 x 5 x 1 = 75 (hal ini terjadi apabila semua responden memilih kategori jawaban paling tinggi untuk satu item pertanyaan) dan skor minimal 15 x 1 x 1 = 15 (hal ini terjadi apabila semua responden memilih kategori jawaban paling rendah untuk satu item pertanyaan). Rentang dari nilai maksimal dan minimal tersebut dibagi lima untuk menentukan kriteria pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna pada Pemerintah Kota Bandung, maka rentang skor antara tingkat dapat dihitung dengan :

Skor maksimal
: 15 x 5 x 1 = 75

Skor Minimal
: 15 x 1 x 1 = 15

Range
: 75 – 15 = 60

Jenjang Range
: 60 : 5 = 12

Kriteria yang digunakan dalam penilaian pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna yaitu baik, cukup baik, kurang baik, dan tidak baik, yang disusun berdasarkan rentang skor seperti di bawah ini :

   Tidak Baik       Kurang Baik       Cukup Baik               Baik            Sangat Baik

15                  27                        39                       51                       63                      75

                                                                                  54
Gambar 4.5
Garis Kontinum Untuk Pendapatan Pengeluaran (Belanja Rutin dan Belanja Investasi) Yang Telah Dikeluarkan Oleh Pemerintah Lebih Dominan Memenuhi Kepentingan Pemerintah Itu Sendiri Ketimbang Kepentingan Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan mengenai pendapatan pengeluaran (belanja rutin dan belanja investasi) yang telah dikeluarkan oleh pemerintah lebih dominan memenuhi kepentingan pemerintah itu sendiri ketimbang kepentingan masyarakat pada Pemerintah Kota Bandung, dapat dikatakan baik dengan jumlah skor 54. Berdasarkan penentuan rentang skor diatas, maka jumlah skor tanggapan responden mengenai pendapatan pengeluaran (belanja rutin dan belanja investasi) yang telah dikeluarkan oleh pemerintah lebih dominan memenuhi kepentingan pemerintah itu sendiri ketimbang kepentingan masyarakat pada Pemerintah Kota Bandung, termasuk ke dalam kategori baik.

4.2.1.2 Informasi Nonfinansial
1. Pengukuran Kinerja Dapat Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Setelah diuraikan gambaran hasil penelitian seluruh responden terhadap pernyataan tersebut, selanjutnya dibuat kesimpulan dari keseluruhan mengenai pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna pada Pemerintah Kota Bandung. Penentuan kriteria akumulasi jumlah skor jawaban skor maksimal yang mungkin diperoleh dari seluruh responden adalah 15 x 5 x 1 = 75 (hal ini terjadi apabila semua responden memilih kategori jawaban paling tinggi untuk satu item pertanyaan) dan skor minimal 15 x 1 x 1 = 15 (hal ini terjadi apabila semua responden memilih kategori jawaban paling rendah untuk satu item pertanyaan). Rentang dari nilai maksimal dan minimal tersebut dibagi lima untuk menentukan kriteria pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna pada Pemerintah Kota Bandung, maka rentang skor antara tingkat dapat dihitung dengan :
Skor maksimal
: 15 x 5 x 1 = 75

Skor Minimal
: 15 x 1 x 1 = 15

Range
: 75 – 15 = 60

Jenjang Range
: 60 : 5 = 12

Kriteria yang digunakan dalam penilaian pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna yaitu baik, cukup baik, kurang baik, dan tidak baik, yang disusun berdasarkan rentang skor seperti di bawah ini :
   Tidak Baik       Kurang Baik       Cukup Baik               Baik            Sangat Baik

15                  27                        39                       51                       63                      75
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Gambar 4.6
Garis Kontinum Untuk Pengukuran Kinerja Dapat Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan mengenai pengukuran kinerja dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Pemerintah Kota Bandung, dapat dikatakan baik dengan jumlah skor 54. Berdasarkan penentuan rentang skor diatas, maka jumlah skor tanggapan responden mengenai pengukuran kinerja dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Pemerintah Kota Bandung, termasuk ke dalam kategori baik.

2. Faktor Penghargaan (Reward) dan Hukuman (Punisment) Merupakan Pendorong Tercapainya Tujuan Organisasi dan Meningkatkan Kinerja

Setelah diuraikan gambaran hasil penelitian seluruh responden terhadap pernyataan tersebut, selanjutnya dibuat kesimpulan dari keseluruhan mengenai pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna pada Pemerintah Kota Bandung. Penentuan kriteria akumulasi jumlah skor jawaban skor maksimal yang mungkin diperoleh dari seluruh responden adalah 15 x 5 x 1 = 75 (hal ini terjadi apabila semua responden memilih kategori jawaban paling tinggi untuk satu item pertanyaan) dan skor minimal 15 x 1 x 1 = 15 (hal ini terjadi apabila semua responden memilih kategori jawaban paling rendah untuk satu item pertanyaan). Rentang dari nilai maksimal dan minimal tersebut dibagi lima untuk menentukan kriteria pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna pada Pemerintah Kota Bandung, maka rentang skor antara tingkat dapat dihitung dengan :
Skor maksimal
: 15 x 5 x 1 = 75

Skor Minimal
: 15 x 1 x 1 = 15

Range
: 75 – 15 = 60

Jenjang Range
: 60 : 5 = 12

Kriteria yang digunakan dalam penilaian pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna yaitu baik, cukup baik, kurang baik, dan tidak baik, yang disusun berdasarkan rentang skor seperti di bawah ini :

   Tidak Baik       Kurang Baik       Cukup Baik               Baik            Sangat Baik

15                  27                        39                       51                       63                      75
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Gambar 4.7
Garis Kontinum Untuk Faktor Penghargaan (Reward) dan Hukuman (Punisment) Merupakan Pendorong Tercapainya Tujuan Organisasi dan Meningkatkan Kinerja

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan mengenai faktor penghargaan (reward) dan hukuman (punisment) merupakan pendorong tercapainya tujuan organisasi dan meningkatkan kinerja pada Pemerintah Kota Bandung, dapat dikatakan cukup baik dengan jumlah skor 50. Berdasarkan penentuan rentang skor diatas, maka jumlah skor tanggapan responden mengenai faktor penghargaan (reward) dan hukuman (punisment) merupakan pendorong tercapainya tujuan organisasi dan meningkatkan kinerja pada Pemerintah Kota Bandung, termasuk ke dalam kategori cukup baik.
3. Pengukuran Kinerja Ditujukan Agar Pelayanan Yang Diberikan Oleh Pemerintah  Kepada Masyarakat Dapat Terpenuhi

Setelah diuraikan gambaran hasil penelitian seluruh responden terhadap pernyataan tersebut, selanjutnya dibuat kesimpulan dari keseluruhan mengenai pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna pada Pemerintah Kota Bandung. Penentuan kriteria akumulasi jumlah skor jawaban skor maksimal yang mungkin diperoleh dari seluruh responden adalah 15 x 5 x 1 = 75 (hal ini terjadi apabila semua responden memilih kategori jawaban paling tinggi untuk satu item pertanyaan) dan skor minimal 15 x 1 x 1 = 15 (hal ini terjadi apabila semua responden memilih kategori jawaban paling rendah untuk satu item pertanyaan). Rentang dari nilai maksimal dan minimal tersebut dibagi lima untuk menentukan kriteria pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna pada Pemerintah Kota Bandung, maka rentang skor antara tingkat dapat dihitung dengan :
Skor maksimal
: 15 x 5 x 1 = 75

Skor Minimal
: 15 x 1 x 1 = 15

Range
: 75 – 15 = 60

Jenjang Range
: 60 : 5 = 12

Kriteria yang digunakan dalam penilaian pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna yaitu baik, cukup baik, kurang baik, dan tidak baik, yang disusun berdasarkan rentang skor seperti di bawah ini :

   Tidak Baik       Kurang Baik       Cukup Baik               Baik            Sangat Baik

15                  27                        39                       51                       63                      75
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Gambar 4.8
Garis Kontinum Untuk Pengukuran Kinerja Ditujukan Agar Pelayanan Yang Diberikan Oleh Pemerintah  Kepada Masyarakat Dapat Terpenuhi

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan mengenai pengukuran kinerja ditujukan agar pelayanan yang diberikan oleh pemerintah  kepada masyarakat dapat terpenuhi pada Pemerintah Kota Bandung, dapat dikatakan cukup baik dengan jumlah skor 48. Berdasarkan penentuan rentang skor diatas, maka jumlah skor tanggapan responden mengenai pengukuran kinerja ditujukan agar pelayanan yang diberikan oleh pemerintah  kepada masyarakat dapat terpenuhi pada Pemerintah Kota Bandung, termasuk ke dalam kategori cukup baik.
4. Pengukuran Berdasarkan Informasi Mengenai Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dalam Menghasilkan Barang dan Jasa, Kualitas Barang dan Jasa, Hasil Kegiatan Dibandingkan Dengan Maksud Yang Diinginkan, dan Efektivitas Tindakan Dalam Mencapai Tujuan

Setelah diuraikan gambaran hasil penelitian seluruh responden terhadap pernyataan tersebut, selanjutnya dibuat kesimpulan dari keseluruhan mengenai pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna pada Pemerintah Kota Bandung. Penentuan kriteria akumulasi jumlah skor jawaban skor maksimal yang mungkin diperoleh dari seluruh responden adalah 15 x 5 x 1 = 75 (hal ini terjadi apabila semua responden memilih kategori jawaban paling tinggi untuk satu item pertanyaan) dan skor minimal 15 x 1 x 1 = 15 (hal ini terjadi apabila semua responden memilih kategori jawaban paling rendah untuk satu item pertanyaan). Rentang dari nilai maksimal dan minimal tersebut dibagi lima untuk menentukan kriteria pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna pada Pemerintah Kota Bandung, maka rentang skor antara tingkat dapat dihitung dengan :
Skor maksimal
: 15 x 5 x 1 = 75

Skor Minimal
: 15 x 1 x 1 = 15

Range
: 75 – 15 = 60

Jenjang Range
: 60 : 5 = 12

Kriteria yang digunakan dalam penilaian pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna yaitu baik, cukup baik, kurang baik, dan tidak baik, yang disusun berdasarkan rentang skor seperti di bawah ini :

   Tidak Baik       Kurang Baik       Cukup Baik               Baik            Sangat Baik

15                  27                        39                       51                       63                      75
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Gambar 4.9
Garis Kontinum Untuk Pengukuran Berdasarkan Informasi Mengenai Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dalam Menghasilkan Barang dan Jasa, Kualitas Barang dan Jasa, Hasil Kegiatan Dibandingkan Dengan Maksud Yang Diinginkan, dan Efektivitas Tindakan Dalam Mencapai Tujuan
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan mengenai pengukuran berdasarkan informasi mengenai efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan, dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan pada Pemerintah Kota Bandung, dapat dikatakan cukup baik dengan jumlah skor 49. Berdasarkan penentuan rentang skor diatas, maka jumlah skor tanggapan responden mengenai penilaian kinerja dilakukan dengan pengukuran berdasarkan informasi mengenai efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan, dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan pada Pemerintah Kota Bandung, termasuk ke dalam kategori cukup baik.

5. Tidak Selamanya Hukuman (Punishment) Itu Dapat Membangkitkan Kinerja Seseorang Menjadi Lebih Baik Dalam Melayani Masyarakat


Setelah diuraikan gambaran hasil penelitian seluruh responden terhadap pernyataan tersebut, selanjutnya dibuat kesimpulan dari keseluruhan mengenai pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna pada Pemerintah Kota Bandung. Penentuan kriteria akumulasi jumlah skor jawaban skor maksimal yang mungkin diperoleh dari seluruh responden adalah 15 x 5 x 1 = 75 (hal ini terjadi apabila semua responden memilih kategori jawaban paling tinggi untuk satu item pertanyaan) dan skor minimal 15 x 1 x 1 = 15 (hal ini terjadi apabila semua responden memilih kategori jawaban paling rendah untuk satu item pertanyaan). Rentang dari nilai maksimal dan minimal tersebut dibagi lima untuk menentukan kriteria pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna pada Pemerintah Kota Bandung, maka rentang skor antara tingkat dapat dihitung dengan :
Skor maksimal
: 15 x 5 x 1 = 75

Skor Minimal
: 15 x 1 x 1 = 15

Range
: 75 – 15 = 60

Jenjang Range
: 60 : 5 = 12

Kriteria yang digunakan dalam penilaian pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna yaitu baik, cukup baik, kurang baik, dan tidak baik, yang disusun berdasarkan rentang skor seperti di bawah ini :

   Tidak Baik       Kurang Baik       Cukup Baik               Baik            Sangat Baik

15                  27                        39                       51                       63                      75
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Gambar 4.10
Garis Kontinum Untuk Tidak Selamanya Hukuman (Punishment) Itu Dapat Membangkitkan Kinerja Seseorang Menjadi Lebih Baik Dalam Melayani Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan mengenai tidak selamanya hukuman (punishment) itu dapat membangkitkan kinerja seseorang menjadi lebih baik dalam melayani masyarakat pada Pemerintah Kota Bandung, dapat dikatakan cukup baik dengan jumlah skor 44. Berdasarkan penentuan rentang skor diatas, maka jumlah skor tanggapan responden mengenai tidak selamanya hukuman (punishment) itu dapat membangkitkan kinerja seseorang menjadi lebih baik dalam melayani masyarakat pada Pemerintah Kota Bandung, termasuk ke dalam kategori cukup baik.
4.2.1.3 Total Informasi Finansial

Berdasarkan jumlah skor 296 di atas, maka penggunaan informasi finansial dapat dikatakan memadai. Penentuan kriteria akumulasi jumlah skor jawaban skor maksimal yang mungkin diperoleh dari seluruh responden adalah 15 x 5 x 5 = 375 (hal ini terjadi apabila semua responden memilih kategori jawaban paling tinggi untuk kelima item pertanyaan) dan skor minimal 15 x 1 x 5 = 75 (hal ini terjadi apabila semua responden memilih kategori jawaban paling rendah untuk kelima item pertanyaan). Rentang dari nilai maksimal dan minimal tersebut dibagi lima untuk menentukan kriteria pengguna dan kebutuhan pelayanan publik pada Pemerintah Kota Bandung, maka rentang skor antara tingkat dapat dihitung dengan :
Skor maksimal
: 15 x 5 x 5 = 375
Skor Minimal
: 15 x 1 x 1 = 75
Range
: 375 – 75 = 300

Jenjang Range
: 300 : 5 = 60
Kriteria yang digunakan dalam penilaian pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna yaitu baik, cukup baik, kurang baik, dan tidak baik, yang disusun berdasarkan rentang skor seperti di bawah ini :

   Tidak Baik       Kurang Baik       Cukup Baik               Baik            Sangat Baik

75                  135                    195                     255                      315                     375 
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                                                                   Gambar 4.11
Garis Kontinum Untuk Total Informasi Finansial

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan informasi finansial dalam melakukan pengukuran kinerja pada Pemerintah Kota Bandung dapat dikatakan baik dengan jumlah skor 296. Berdasarkan penentuan rentang skor diatas, maka jumlah skor tanggapan responden mengenai penggunaan informasi finansial dalam melakukan pengukuran kinerja pada Pemerintah Kota Bandung, termasuk ke dalam kategori baik.


Kesimpulan mengenai informasi yang diperlukan dalam pengukuran kinerja dapat dilihat berdasarkan nilai skor masing-masing sub indikator pengukuran kinerja. Karena dalam penelitian ini indikator yang telah ditetapkan untuk pengukuran kinerja terdiri dari dua macam, yakni informasi finansial dan informasi nonfinansial. Maka dengan demikian, hasil penelitian yang sudah dipaparkan mengenai sub indikator informasi finansial dalam pengukuran kinerja sekaligus mencerminkan hasil dari pelaksanaan pengukuran kinerja, yaitu pelaksanaan pengukuran kinerja berdasarkan informasi finansial sudah baik dengan skor sebesar 296 yang berada di range yang termasuk kategori baik.

4.2.1.4 Total Informasi Nonfinansial

Berdasarkan jumlah skor 245 di atas, maka penggunaan informasi nonfinansial dapat dikatakan memadai. Penentuan kriteria akumulasi jumlah skor jawaban skor maksimal yang mungkin diperoleh dari seluruh responden adalah 15 x 5 x 5 = 375 (hal ini terjadi apabila semua responden memilih kategori jawaban paling tinggi untuk kelima item pertanyaan) dan skor minimal 15 x 1 x 5 = 75 (hal ini terjadi apabila semua responden memilih kategori jawaban paling rendah untuk kelima item pertanyaan). Rentang dari nilai maksimal dan minimal tersebut dibagi lima untuk menentukan kriteria pengguna dan kebutuhan pelayanan publik pada Pemerintah Kota Bandung, maka rentang skor antara tingkat dapat dihitung dengan :
Skor maksimal
: 15 x 5 x 5 = 375

Skor Minimal
: 15 x 1 x 1 = 75

Range
: 375 – 75 = 300

Jenjang Range
: 300 : 5 = 60

Kriteria yang digunakan dalam penilaian pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna yaitu baik, cukup baik, kurang baik, dan tidak baik, yang disusun berdasarkan rentang skor seperti di bawah ini :

   Tidak Baik       Kurang Baik       Cukup Baik               Baik            Sangat Baik

75                  135                    195                     255                      315                     375 
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Gambar 4.12
Garis Kontinum Untuk Total Informasi Nonfinansial


Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan informasi nonfinansial dalam melakukan pengukuran kinerja pada Pemerintah Kota Bandung dapat dikatakan cukup baik dengan jumlah skor 245. Berdasarkan penentuan rentang skor diatas, maka jumlah skor tanggapan responden mengenai penggunaan informasi finansial dalam melakukan pengukuran kinerja pada Pemerintah Kota Bandung, termasuk ke dalam kategori cukup baik.


Kesimpulan mengenai informasi yang diperlukan dalam pengukuran kinerja dapat dilihat berdasarkan nilai skor masing-masing sub indikator pengukuran kinerja. Karena dalam penelitian ini indikator yang telah ditetapkan untuk pengukuran kinerja terdiri dari dua macam, yakni informasi finansial dan informasi nonfinansial. Maka dengan demikian, hasil penelitian yang sudah dipaparkan mengenai sub indikator informasi nonfinansial dalam pengukuran kinerja sekaligus mencerminkan hasil dari pelaksanaan pengukuran kinerja, yaitu pelaksanaan pengukuran kinerja berdasarkan informasi nonfinansial sudah cukup baik dengan skor sebesar 245 yang berada di range yang termasuk kategori baik.

4.2.1.5 Total Pengukuran Kinerja

Berdasarkan jumlah skor 541 di atas, maka pengukuran kinerja dapat dikatakan memadai. Penentuan kriteria akumulasi jumlah skor jawabanskor maksimal yang mungkin diperoleh dari seluruh responden adalah 15 x 5 x 10 = 750 (hal ini terjadi apabila semua responden memilih kategori jawaban paling tinggi untuk kesepuluh item pertanyaan) dan skor minimal 15 x 1 x 10 = 150 (hal ini terjadi apabila semua responden memilih kategori jawaban paling rendah untuk kesepuluh item pertanyaan). Rentang dari nilai maksimal dan minimal tersebut dibagi lima untuk menentukan kriteria pengguna dan kebutuhan pelayanan publik pada Pemerintah Kota Bandung, maka rentang skor antara tingkat dapat dihitung dengan :
Skor maksimal
: 15 x 5 x 10 = 750

Skor Minimal
: 15 x 1 x 10 = 150

Range
: 750 – 150 = 600

Jenjang Range
: 600 : 5 = 120

Kriteria yang digunakan dalam penilaian pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna yaitu baik, cukup baik, kurang baik, dan tidak baik, yang disusun berdasarkan rentang skor seperti di bawah ini :

   Tidak Baik       Kurang Baik       Cukup Baik               Baik            Sangat Baik

150                270                    390                        510                      630                750 
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Gambar 4.13
Garis Kontinum Untuk Total Pengukuran Kinerja


Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja pada Pemerintah Kota Bandung dapat dikatakan baik dengan jumlah skor 541. Berdasarkan penentuan rentang skor diatas, maka jumlah skor tanggapan responden mengenai pengukuran kinerja pada Pemerintah Kota Bandung, termasuk ke dalam kategori baik.


Kesimpulan mengenai informasi yang diperlukan dalam pengukuran kinerja dapat dilihat berdasarkan nilai skor masing-masing sub indikator pengukuran kinerja. Karena dalam penelitian ini indikator yang telah ditetapkan untuk pengukuran kinerja ada dua, yakni informasi finansial dan informasi nonfinansial. Maka dengan demikian hasil penelitian yang sudah dipaparkan mengenai indikator pengukuran kinerja sekaligus mencerminkan hasil dari pelaksanaan pengukuran kinerja, yaitu pelaksanaan pengukuran kinerja sudah sangat memadai dengan skor sebesar 541 yang berada di range yang termasuk kategori baik.

Jadi pengukuran kinerja yang dapat meningkatkan pelayanan publik adalah pengukuran kinerja yang dalam pelaksanaannya lebih mengutamakan kesejahteraan umum, mau membuka diri dalam memberikan hak-hak masyarakat dalam menerima informasi pelayanan yang benar, jujur dan tidak diskriminatif. Selain itu juga
4.2.2 Analisis Pelayanan Publik Pada Pemerintah Kota Bandung
Fungsi pelayanan yang dijalankan oleh pemerintah saat ini bukan hanya melindungi kepentingan masyarakat, tetapi juga melayani masyarakat. Hal ini berarti pelayanan merupakan sesuatu yang terkait dengan peran dan fungsi pemerintah yang harus dijalankannya. Peran dan fungsinya itu dimaksudkan selain untuk melindungi juga memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas guna mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam melaksanakan pelayanan publik harus sesuai dengan azas-azas pelayanan publik. Azas-azas pelayanan publik merupakan dasar dalam melaksanakan pelayanan publik yang seharusnya sesuai dengan peraturan pemerintah. Agar dapat dikatakan benar dan tidak menyimpang, maka semua ketentuan yang tertuang dalam azas pelayanan publik harus diaplikasikan dalam prakteknya.


Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa azas-azas pelayanan umum sudah dilaksanakan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan skor yang diperoleh dari tanggapan responden sebesar 538 dan termasuk kategori baik. Selain itu juga, karena pelayanan yang sudah cukup mengikuti perundang-undangan yang berlaku, dalam pengambilan keputusan sudah menganut prinsip partisipasi, serta pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sudah sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat.
4.2.2.1
Hak dan Kewajiban
1. Dalam Pemberian Pelayanan Kepada Masyarakat Pemerintah Memperhatikan Hak-hak dan Kewajiban Masyarakat


Setelah diuraikan gambaran hasil penelitian seluruh responden terhadap pernyataan tersebut, selanjutnya dibuat kesimpulan dari keseluruhan mengenai pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna pada Pemerintah Kota Bandung. Penentuan kriteria akumulasi jumlah skor jawaban skor maksimal yang mungkin diperoleh dari seluruh responden adalah 15 x 5 x 1 = 75 (hal ini terjadi apabila semua responden memilih kategori jawaban paling tinggi untuk satu item pertanyaan) dan skor minimal 15 x 1 x 1 = 15 (hal ini terjadi apabila semua responden memilih kategori jawaban paling rendah untuk satu item pertanyaan). Rentang dari nilai maksimal dan minimal tersebut dibagi lima untuk menentukan kriteria pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna pada Pemerintah Kota Bandung, maka rentang skor antara tingkat dapat dihitung dengan :
Skor maksimal
: 15 x 5 x 1 = 75

Skor Minimal
: 15 x 1 x 1 = 15

Range
: 75 – 15 = 60

Jenjang Range
: 60 : 5 = 12

Kriteria yang digunakan dalam penilaian pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna yaitu baik, cukup baik, kurang baik, dan tidak baik, yang disusun berdasarkan rentang skor seperti di bawah ini :

   Tidak Baik       Kurang Baik       Cukup Baik               Baik            Sangat Baik

15                  27                        39                       51                       63                      75
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Gambar 4.14
Garis Kontinum Untuk Dalam Pemberian Pelayanan Kepada Masyarakat Pemerintah Memperhatikan Hak-hak dan Kewajiban Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan mengenai dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat pemerintah memperhatikan hak-hak dan kewajiban masyarakat pada Pemerintah Kota Bandung, dapat dikatakan baik dengan jumlah skor 59. Berdasarkan penentuan rentang skor diatas, maka jumlah skor tanggapan responden mengenai penilaian kinerja dilakukan dengan menganalisis perbedaan antara kinerja yang telah dicapai dengan yang dianggarkan pada Pemerintah Kota Bandung, termasuk ke dalam kategori baik.

2. Dalam Menerima Pelayanan Dari Pemerintah, Masyarakat Lebih Banyak Menuntut Haknya Ketimbang Melaksanakan Kewajibannya


Setelah diuraikan gambaran hasil penelitian seluruh responden terhadap pernyataan tersebut, selanjutnya dibuat kesimpulan dari keseluruhan mengenai pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna pada Pemerintah Kota Bandung. Penentuan kriteria akumulasi jumlah skor jawaban skor maksimal yang mungkin diperoleh dari seluruh responden adalah 15 x 5 x 1 = 75 (hal ini terjadi apabila semua responden memilih kategori jawaban paling tinggi untuk satu item pertanyaan) dan skor minimal 15 x 1 x 1 = 15 (hal ini terjadi apabila semua responden memilih kategori jawaban paling rendah untuk satu item pertanyaan). Rentang dari nilai maksimal dan minimal tersebut dibagi lima untuk menentukan kriteria pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna pada Pemerintah Kota Bandung, maka rentang skor antara tingkat dapat dihitung dengan :
Skor maksimal
: 15 x 5 x 1 = 75

Skor Minimal
: 15 x 1 x 1 = 15

Range
: 75 – 15 = 60

Jenjang Range
: 60 : 5 = 12

Kriteria yang digunakan dalam penilaian pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna yaitu baik, cukup baik, kurang baik, dan tidak baik, yang disusun berdasarkan rentang skor seperti di bawah ini :

   Tidak Baik       Kurang Baik       Cukup Baik               Baik            Sangat Baik

15                  27                        39                       51                       63                      75
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Gambar 4.15
Garis Kontinum Untuk Dalam Menerima Pelayanan Dari Pemerintah, Masyarakat Lebih Banyak Menuntut Haknya Ketimbang Melaksanakan Kewajibannya
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan mengenai dalam menerima pelayanan dari pemerintah, masyarakat lebih banyak menuntut haknya ketimbang melaksanakan kewajibannya pada Pemerintah Kota Bandung, dapat dikatakan baik dengan jumlah skor 55. Berdasarkan penentuan rentang skor diatas, maka jumlah skor tanggapan responden mengenai dalam menerima pelayanan dari pemerintah, masyarakat lebih banyak menuntut haknya ketimbang melaksanakan kewajibannya pada Pemerintah Kota Bandung, termasuk ke dalam kategori baik.
4.2.2.2
Pengaturan Setiap Bentuk Pelayanan Umum

1. Apakah Setiap Bentuk Pelayanan Umum Sudah Sesuai Dengan Aturan Perundang-undangan


Setelah diuraikan gambaran hasil penelitian seluruh responden terhadap pernyataan tersebut, selanjutnya dibuat kesimpulan dari keseluruhan mengenai pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna pada Pemerintah Kota Bandung. Penentuan kriteria akumulasi jumlah skor jawaban skor maksimal yang mungkin diperoleh dari seluruh responden adalah 15 x 5 x 1 = 75 (hal ini terjadi apabila semua responden memilih kategori jawaban paling tinggi untuk satu item pertanyaan) dan skor minimal 15 x 1 x 1 = 15 (hal ini terjadi apabila semua responden memilih kategori jawaban paling rendah untuk satu item pertanyaan). Rentang dari nilai maksimal dan minimal tersebut dibagi lima untuk menentukan kriteria pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna pada Pemerintah Kota Bandung, maka rentang skor antara tingkat dapat dihitung dengan :
Skor maksimal
: 15 x 5 x 1 = 75

Skor Minimal
: 15 x 1 x 1 = 15

Range
: 75 – 15 = 60

Jenjang Range
: 60 : 5 = 12

Kriteria yang digunakan dalam penilaian pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna yaitu baik, cukup baik, kurang baik, dan tidak baik, yang disusun berdasarkan rentang skor seperti di bawah ini :

   Tidak Baik       Kurang Baik       Cukup Baik               Baik            Sangat Baik

15                  27                        39                       51                       63                      75
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Gambar 4.16
Garis Kontinum Untuk Apakah Setiap Bentuk Pelayanan Umum Sudah Sesuai Dengan Aturan Perundang-undangan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan mengenai apakah setiap bentuk pelayanan umum sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan pada Pemerintah Kota Bandung, dapat dikatakan baik dengan jumlah skor 63. Berdasarkan penentuan rentang skor diatas, maka jumlah skor tanggapan responden mengenai penilaian kinerja dilakukan dengan menganalisis perbedaan antara kinerja yang telah dicapai dengan yang dianggarkan pada Pemerintah Kota Bandung, termasuk ke dalam kategori baik.
2. Dalam Pengambilan Keputusan Kebijakan Publik, Pemerintah Telah Menganut Prinsip Partisipasi.

Setelah diuraikan gambaran hasil penelitian seluruh responden terhadap pernyataan tersebut, selanjutnya dibuat kesimpulan dari keseluruhan mengenai pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna pada Pemerintah Kota Bandung. Penentuan kriteria akumulasi jumlah skor jawaban skor maksimal yang mungkin diperoleh dari seluruh responden adalah 15 x 5 x 1 = 75 (hal ini terjadi apabila semua responden memilih kategori jawaban paling tinggi untuk satu item pertanyaan) dan skor minimal 15 x 1 x 1 = 15 (hal ini terjadi apabila semua responden memilih kategori jawaban paling rendah untuk satu item pertanyaan). Rentang dari nilai maksimal dan minimal tersebut dibagi lima untuk menentukan kriteria pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna pada Pemerintah Kota Bandung, maka rentang skor antara tingkat dapat dihitung dengan :
Skor maksimal
: 15 x 5 x 1 = 75

Skor Minimal
: 15 x 1 x 1 = 15

Range
: 75 – 15 = 60

Jenjang Range
: 60 : 5 = 12

Kriteria yang digunakan dalam penilaian pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna yaitu baik, cukup baik, kurang baik, dan tidak baik, yang disusun berdasarkan rentang skor seperti di bawah ini :

   Tidak Baik       Kurang Baik       Cukup Baik               Baik            Sangat Baik

15                  27                        39                       51                       63                      75
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Gambar 4.17
Garis Kontinum Untuk Dalam Pengambilan Keputusan Kebijakan Publik, Pemerintah Telah Menganut Prinsip Partisipasi.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan mengenai dalam pengambilan keputusan kebijakan publik, pemerintah telah menganut prinsip partisipasi.pada Pemerintah Kota Bandung, dapat dikatakan baik dengan jumlah skor 63. Berdasarkan penentuan rentang skor diatas, maka jumlah skor tanggapan responden mengenai penilaian kinerja dilakukan dengan menganalisis perbedaan antara kinerja yang telah dicapai dengan yang dianggarkan pada Pemerintah Kota Bandung, termasuk ke dalam kategori baik.
3. Setiap Bentuk Pelayanan Umum Yang Diberikan Kepada Masyarakat Tidak Sesuai Dengan Kepentingan Masyarakat.


Setelah diuraikan gambaran hasil penelitian seluruh responden terhadap pernyataan tersebut, selanjutnya dibuat kesimpulan dari keseluruhan mengenai pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna pada Pemerintah Kota Bandung. Penentuan kriteria akumulasi jumlah skor jawaban skor maksimal yang mungkin diperoleh dari seluruh responden adalah 15 x 5 x 1 = 75 (hal ini terjadi apabila semua responden memilih kategori jawaban paling tinggi untuk satu item pertanyaan) dan skor minimal 15 x 1 x 1 = 15 (hal ini terjadi apabila semua responden memilih kategori jawaban paling rendah untuk satu item pertanyaan). Rentang dari nilai maksimal dan minimal tersebut dibagi lima untuk menentukan kriteria pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna pada Pemerintah Kota Bandung, maka rentang skor antara tingkat dapat dihitung dengan :
Skor maksimal
: 15 x 5 x 1 = 75

Skor Minimal
: 15 x 1 x 1 = 15

Range
: 75 – 15 = 60

Jenjang Range
: 60 : 5 = 12

Kriteria yang digunakan dalam penilaian pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna yaitu baik, cukup baik, kurang baik, dan tidak baik, yang disusun berdasarkan rentang skor seperti di bawah ini :
   Tidak Baik       Kurang Baik       Cukup Baik               Baik            Sangat Baik

15                  27                        39                       51                       63                      75
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Gambar 4.18
Garis Kontinum Untuk Setiap Bentuk Pelayanan Umum Yang Diberikan Kepada Masyarakat Tidak Sesuai Dengan Kepentingan Masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan setiap bentuk pelayanan umum yang diberikan kepada masyarakat tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat.pada Pemerintah Kota Bandung, dapat dikatakan kurang baik dengan jumlah skor 37. Berdasarkan penentuan rentang skor diatas, maka jumlah skor tanggapan responden mengenai setiap bentuk pelayanan umum yang diberikan kepada masyarakat tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat pada Pemerintah Kota Bandung, termasuk ke dalam kategori kurang baik.
4.2.2.3
Mutu Proses Keluaran Dan Kualitas Pelayanan Publik
1. Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat, Pemerintah Berupaya Untuk Berempati Dan Mengerti Akan Keinginan, Kemampuan, Dan Kebutuhan Masyarakat.

Setelah diuraikan gambaran hasil penelitian seluruh responden terhadap pernyataan tersebut, selanjutnya dibuat kesimpulan dari keseluruhan mengenai pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna pada Pemerintah Kota Bandung. Penentuan kriteria akumulasi jumlah skor jawaban skor maksimal yang mungkin diperoleh dari seluruh responden adalah 15 x 5 x 1 = 75 (hal ini terjadi apabila semua responden memilih kategori jawaban paling tinggi untuk satu item pertanyaan) dan skor minimal 15 x 1 x 1 = 15 (hal ini terjadi apabila semua responden memilih kategori jawaban paling rendah untuk satu item pertanyaan). Rentang dari nilai maksimal dan minimal tersebut dibagi lima untuk menentukan kriteria pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna pada Pemerintah Kota Bandung, maka rentang skor antara tingkat dapat dihitung dengan :
Skor maksimal
: 15 x 5 x 1 = 75

Skor Minimal
: 15 x 1 x 1 = 15

Range
: 75 – 15 = 60

Jenjang Range
: 60 : 5 = 12

Kriteria yang digunakan dalam penilaian pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna yaitu baik, cukup baik, kurang baik, dan tidak baik, yang disusun berdasarkan rentang skor seperti di bawah ini :

   Tidak Baik       Kurang Baik       Cukup Baik               Baik            Sangat Baik

15                  27                        39                       51                       63                      75
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Gambar 4.19
Garis Kontinum Untuk Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat, Pemerintah Berupaya Untuk Berempati Dan Mengerti Akan Keinginan, Kemampuan, Dan Kebutuhan Masyarakat.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah berupaya untuk berempati dan mengerti akan keinginan, kemampuan, dan kebutuhan masyarakat.pada Pemerintah Kota Bandung, dapat dikatakan baik dengan jumlah skor 57. Berdasarkan penentuan rentang skor diatas, maka jumlah skor tanggapan responden mengenai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah berupaya untuk berempati dan mengerti akan keinginan, kemampuan, dan kebutuhan masyarakat pada Pemerintah Kota Bandung, termasuk ke dalam kategori baik.

2. Masyarakat Tidak Mendapatkan Kualitas Pelayanan Yang Maksimal

Setelah diuraikan gambaran hasil penelitian seluruh responden terhadap pernyataan tersebut, selanjutnya dibuat kesimpulan dari keseluruhan mengenai pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna pada Pemerintah Kota Bandung. Penentuan kriteria akumulasi jumlah skor jawaban skor maksimal yang mungkin diperoleh dari seluruh responden adalah 15 x 5 x 1 = 75 (hal ini terjadi apabila semua responden memilih kategori jawaban paling tinggi untuk satu item pertanyaan) dan skor minimal 15 x 1 x 1 = 15 (hal ini terjadi apabila semua responden memilih kategori jawaban paling rendah untuk satu item pertanyaan). Rentang dari nilai maksimal dan minimal tersebut dibagi lima untuk menentukan kriteria pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna pada Pemerintah Kota Bandung, maka rentang skor antara tingkat dapat dihitung dengan :
Skor maksimal
: 15 x 5 x 1 = 75

Skor Minimal
: 15 x 1 x 1 = 15

Range
: 75 – 15 = 60

Jenjang Range
: 60 : 5 = 12

Kriteria yang digunakan dalam penilaian pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna yaitu baik, cukup baik, kurang baik, dan tidak baik, yang disusun berdasarkan rentang skor seperti di bawah ini :

   Tidak Baik       Kurang Baik       Cukup Baik               Baik            Sangat Baik

15                  27                        39                       51                       63                      75
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Gambar 4.20

Garis Kontinum Untuk Masyarakat Tidak Mendapatkan Kualitas Pelayanan Yang Maksimal

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan mengenai masyarakat tidak mendapatkan kualitas pelayanan yang maksimal pada Pemerintah Kota Bandung, dapat dikatakan cukup baik dengan jumlah skor 40. Berdasarkan penentuan rentang skor diatas, maka jumlah skor tanggapan responden mengenai penilaian kinerja dilakukan dengan menganalisis masyarakat tidak mendapatkan kualitas pelayanan yang maksimal pada Pemerintah Kota Bandung, termasuk ke dalam kategori cukup baik.
3. Sarana Pelayanan Yang Diberikan Oleh Pemerintah Memberikan Kenyamanan Bagi Pengguna Layanan

Setelah diuraikan gambaran hasil penelitian seluruh responden terhadap pernyataan tersebut, selanjutnya dibuat kesimpulan dari keseluruhan mengenai pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna pada Pemerintah Kota Bandung. Penentuan kriteria akumulasi jumlah skor jawaban skor maksimal yang mungkin diperoleh dari seluruh responden adalah 15 x 5 x 1 = 75 (hal ini terjadi apabila semua responden memilih kategori jawaban paling tinggi untuk satu item pertanyaan) dan skor minimal 15 x 1 x 1 = 15 (hal ini terjadi apabila semua responden memilih kategori jawaban paling rendah untuk satu item pertanyaan). Rentang dari nilai maksimal dan minimal tersebut dibagi lima untuk menentukan kriteria pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna pada Pemerintah Kota Bandung, maka rentang skor antara tingkat dapat dihitung dengan :
Skor maksimal
: 15 x 5 x 1 = 75

Skor Minimal
: 15 x 1 x 1 = 15

Range
: 75 – 15 = 60

Jenjang Range
: 60 : 5 = 12

Kriteria yang digunakan dalam penilaian pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna yaitu baik, cukup baik, kurang baik, dan tidak baik, yang disusun berdasarkan rentang skor seperti di bawah ini :

   Tidak Baik       Kurang Baik       Cukup Baik               Baik            Sangat Baik

15                  27                        39                       51                       63                      75

                                                                         50
Gambar 4.21
Garis Kontinum Untuk Sarana Pelayanan Yang Diberikan Oleh Pemerintah Memberikan Kenyamanan Bagi Pengguna Layanan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan mengenai sarana pelayanan yang diberikan oleh pemerintah memberikan kenyamanan bagi pengguna layanan pada Pemerintah Kota Bandung, dapat dikatakan cukup baik dengan jumlah skor 50. Berdasarkan penentuan rentang skor diatas, maka jumlah skor tanggapan responden mengenai sarana pelayanan yang diberikan oleh pemerintah memberikan kenyamanan bagi pengguna layanan pada Pemerintah Kota Bandung, termasuk ke dalam kategori cukup baik.
4.2.2.4
Penyelenggaraan Pelayanan Oleh Pemerintah
1. Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat, Pemerintah Tidak Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku


Setelah diuraikan gambaran hasil penelitian seluruh responden terhadap pernyataan tersebut, selanjutnya dibuat kesimpulan dari keseluruhan mengenai pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna pada Pemerintah Kota Bandung. Penentuan kriteria akumulasi jumlah skor jawaban skor maksimal yang mungkin diperoleh dari seluruh responden adalah 15 x 5 x 1 = 75 (hal ini terjadi apabila semua responden memilih kategori jawaban paling tinggi untuk satu item pertanyaan) dan skor minimal 15 x 1 x 1 = 15 (hal ini terjadi apabila semua responden memilih kategori jawaban paling rendah untuk satu item pertanyaan). Rentang dari nilai maksimal dan minimal tersebut dibagi lima untuk menentukan kriteria pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna pada Pemerintah Kota Bandung, maka rentang skor antara tingkat dapat dihitung dengan :
Skor maksimal
: 15 x 5 x 1 = 75

Skor Minimal
: 15 x 1 x 1 = 15

Range
: 75 – 15 = 60

Jenjang Range
: 60 : 5 = 12

Kriteria yang digunakan dalam penilaian pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna yaitu baik, cukup baik, kurang baik, dan tidak baik, yang disusun berdasarkan rentang skor seperti di bawah ini :

   Tidak Baik       Kurang Baik       Cukup Baik               Baik            Sangat Baik

15                  27                        39                       51                       63                      75
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Gambar 4.22
Garis Kontinum Untuk Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat, Pemerintah Tidak Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan mengenai dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Bandung, dapat dikatakan baik dengan jumlah skor 53. Berdasarkan penentuan rentang skor diatas, maka jumlah skor tanggapan responden mengenai dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Bandung, termasuk ke dalam kategori baik.
2. Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat Pemerintah Bekerja Sama Dengan Pihak Swasta Agar Lebih Menciptakan Pelayanan Yang Lebih Maksimal.


Setelah diuraikan gambaran hasil penelitian seluruh responden terhadap pernyataan tersebut, selanjutnya dibuat kesimpulan dari keseluruhan mengenai pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna pada Pemerintah Kota Bandung. Penentuan kriteria akumulasi jumlah skor jawaban skor maksimal yang mungkin diperoleh dari seluruh responden adalah 15 x 5 x 1 = 75 (hal ini terjadi apabila semua responden memilih kategori jawaban paling tinggi untuk satu item pertanyaan) dan skor minimal 15 x 1 x 1 = 15 (hal ini terjadi apabila semua responden memilih kategori jawaban paling rendah untuk satu item pertanyaan). Rentang dari nilai maksimal dan minimal tersebut dibagi lima untuk menentukan kriteria pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna pada Pemerintah Kota Bandung, maka rentang skor antara tingkat dapat dihitung dengan :
Skor maksimal
: 15 x 5 x 1 = 75

Skor Minimal
: 15 x 1 x 1 = 15

Range
: 75 – 15 = 60

Jenjang Range
: 60 : 5 = 12

Kriteria yang digunakan dalam penilaian pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna yaitu baik, cukup baik, kurang baik, dan tidak baik, yang disusun berdasarkan rentang skor seperti di bawah ini :

   Tidak Baik       Kurang Baik       Cukup Baik               Baik            Sangat Baik

15                  27                        39                       51                       63                      75
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Gambar 4.23
Garis Kontinum Untuk Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat Pemerintah Bekerja Sama Dengan Pihak Swasta Agar Lebih Menciptakan Pelayanan Yang Lebih Maksimal.


Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan mengenai dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta agar lebih menciptakan pelayanan yang lebih maksimal pada Pemerintah Kota Bandung, dapat dikatakan baik dengan jumlah skor 61.   
Berdasarkan penentuan rentang skor diatas, maka jumlah skor tanggapan responden mengenai dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta agar lebih menciptakan pelayanan yang lebih maksimal pada Pemerintah Kota Bandung, termasuk ke dalam kategori  baik.
4.2.2.5
Total Hak dan Kewajiban

Setelah diuraikan gambaran hasil penelitian seluruh responden terhadap pernyataan tersebut, selanjutnya dibuat kesimpulan dari keseluruhan mengenai pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna pada Pemerintah Kota Bandung. Penentuan kriteria akumulasi jumlah skor jawaban skor maksimal yang mungkin diperoleh dari seluruh responden adalah 15 x 5 x 2 = 150 (hal ini terjadi apabila semua responden memilih kategori jawaban paling tinggi untuk kedua item pertanyaan) dan skor minimal 15 x 1 x 2 = 30 (hal ini terjadi apabila semua responden memilih kategori jawaban paling rendah untuk kedua item pertanyaan). Rentang dari nilai maksimal dan minimal tersebut dibagi lima untuk menentukan kriteria pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna pada Pemerintah Kota Bandung, maka rentang skor antara tingkat dapat dihitung dengan :

Skor maksimal
: 15 x 5 x 2 = 150

Skor minimal
: 15 x 1 x 2 = 30

Range
: 150 - 30 = 120

Jenjang Range
: 120 : 5 = 24

Kriteria yang digunakan dalam penilaian pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna yaitu baik, cukup baik, kurang baik, dan tidak baik, yang disusun berdasarkan rentang skor seperti di bawah ini :

   Tidak Baik       Kurang Baik       Cukup Baik               Baik            Sangat Baik

30                  54                       78                      102                     126                  150
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Gambar 4.24

Garis Kontinum Untuk Total Hak Dan Kewajiban

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan hak dan kewajiban pada Pemerintah Kota Bandung dapat dikatakan baik dengan jumlah skor 114. Berdasarkan penentuan rentang skor diatas, maka jumlah skor tanggapan responden mengenai hak dan kewajiban pada Pemerintah Kota Bandung, termasuk ke dalam kategori baik.

4.2.2.6
Pengaturan Setiap Bentuk Pelayanan Umum

Setelah diuraikan gambaran hasil penelitian seluruh responden terhadap pernyataan tersebut, selanjutnya dibuat kesimpulan dari keseluruhan mengenai pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna pada Pemerintah Kota Bandung. Penentuan kriteria akumulasi jumlah skor jawaban skor maksimal yang mungkin diperoleh dari seluruh responden adalah 15 x 5 x 3 = 225 (hal ini terjadi apabila semua responden memilih kategori jawaban paling tinggi untuk ketiga item pertanyaan) dan skor minimal 15 x 1 x 3 = 45 (hal ini terjadi apabila semua responden memilih kategori jawaban paling rendah untuk ketiga item pertanyaan). Rentang dari nilai maksimal dan minimal tersebut dibagi lima untuk menentukan kriteria pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna pada Pemerintah Kota Bandung, maka rentang skor antara tingkat dapat dihitung dengan :

Skor maksimal
: 15 x 5 x 3 = 225

Skor minimal
: 15 x 1 x 3 = 45

Range
: 225 – 45 = 180

Jenjang Range
: 180 : 5 = 36

Kriteria yang digunakan dalam penilaian pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna yaitu baik, cukup baik, kurang baik, dan tidak baik, yang disusun berdasarkan rentang skor seperti di bawah ini :

   Tidak Baik       Kurang Baik       Cukup Baik               Baik            Sangat Baik

45                  81                      117                     153                      189                  225
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Gambar 4.25

Garis Kontinum Untuk Pengaturan Setiap Bentuk Pelayanan Umum


Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan pengaturan setiap bentuk pelayanan pada Pemerintah Kota Bandung dapat dikatakan baik dengan jumlah skor 174. Berdasarkan penentuan rentang skor diatas, maka jumlah skor tanggapan responden mengenai pengaturan segala bentuk pelayanan pada Pemerintah Kota Bandung, termasuk ke dalam kategori baik.

4.2.2.7
Total Mutu Proses Keluaran dan Kualitas Pelayanan

Setelah diuraikan gambaran hasil penelitian seluruh responden terhadap pernyataan tersebut, selanjutnya dibuat kesimpulan dari keseluruhan mengenai pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna pada Pemerintah Kota Bandung. Penentuan kriteria akumulasi jumlah skor jawaban skor maksimal yang mungkin diperoleh dari seluruh responden adalah 15 x 5 x 3 = 225 (hal ini terjadi apabila semua responden memilih kategori jawaban paling tinggi untuk kelima item pertanyaan) dan skor minimal 15 x 1 x 3 = 45 (hal ini terjadi apabila semua responden memilih kategori jawaban paling rendah untuk kelima item pertanyaan). Rentang dari nilai maksimal dan minimal tersebut dibagi lima untuk menentukan kriteria pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna pada Pemerintah Kota Bandung, maka rentang skor antara tingkat dapat dihitung dengan :
Skor maksimal
: 15 x 5 x 3 = 225

Skor Minimal
: 15 x 1 x 3 = 45

Range
: 225 – 45 = 180

Jenjang Range
: 180 : 5 = 36

Kriteria yang digunakan dalam penilaian pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna yaitu baik, cukup baik, kurang baik, dan tidak baik, yang disusun berdasarkan rentang skor seperti di bawah ini :

   Tidak Baik       Kurang Baik       Cukup Baik               Baik            Sangat Baik

45                 81                       117                     153                     189                  225
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Gambar 4.26

Garis Kontinum Untuk Total Mutu Proses Keluaran dan Kualitas Pelayanan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan mutu proses keluaran dan kualitas pelayanan pada Pemerintah Kota Bandung dapat dikatakan cukup baik dengan jumlah skor 147. Berdasarkan penentuan rentang skor diatas, maka jumlah skor tanggapan responden mengenai mutu proses keluaran dan kualitas pelayanan pada Pemerintah Kota Bandung, termasuk ke dalam kategori cukup baik.

4.2.2.8
Total Penyelenggaraan Pelayanan Oleh Pemerintah

Setelah diuraikan gambaran hasil penelitian seluruh responden terhadap pernyataan tersebut, selanjutnya dibuat kesimpulan dari keseluruhan mengenai pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna pada Pemerintah Kota Bandung. Penentuan kriteria akumulasi jumlah skor jawaban skor maksimal yang mungkin diperoleh dari seluruh responden adalah 15 x 5 x 2 = 150 (hal ini terjadi apabila semua responden memilih kategori jawaban paling tinggi untuk kelima item pertanyaan) dan skor minimal 15 x 1 x 2 = 30 (hal ini terjadi apabila semua responden memilih kategori jawaban paling rendah untuk kelima item pertanyaan). Rentang dari nilai maksimal dan minimal tersebut dibagi lima untuk menentukan kriteria pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna pada Pemerintah Kota Bandung, maka rentang skor antara tingkat dapat dihitung dengan :

Skor maksimal
: 15 x 5 x 2 = 150

Skor Minimal
: 15 x 1 x 2 = 30

Range
: 150 – 30 = 120

Jenjang Range
: 120 : 5 = 24

Kriteria yang digunakan dalam penilaian pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna yaitu baik, cukup baik, kurang baik, dan tidak baik, yang disusun berdasarkan rentang skor seperti di bawah ini :

   Tidak Baik       Kurang Baik       Cukup Baik               Baik            Sangat Baik

30                  54                       78                       102                     126                 150
                                                                                          114

Gambar 4.27

Garis Kontinum Untuk Total Penyelenggaraan Pelayanan Oleh Pemerintah


Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan dalam penyelenggaraan pelayanan oleh pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung kepada masyarakat dapat dikatakan baik dengan jumlah skor 114. Berdasarkan penentuan rentang skor diatas, maka jumlah skor tanggapan responden mengenai dalam penyelenggaraan pelayanan oleh pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung, termasuk ke dalam kategori baik.

4.2.2.9
Total Pelayanan Publik

Setelah diuraikan gambaran hasil penelitian seluruh responden terhadap pernyataan tersebut, selanjutnya dibuat kesimpulan dari keseluruhan mengenai pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna pada Pemerintah Kota Bandung. Penentuan kriteria akumulasi jumlah skor jawaban skor maksimal yang mungkin diperoleh dari seluruh responden adalah 15 x 5 x 10 = 750 (hal ini terjadi apabila semua responden memilih kategori jawaban paling tinggi untuk kesepuluh item pertanyaan) dan skor minimal 15 x 1 x 10 = 150 (hal ini terjadi apabila semua responden memilih kategori jawaban paling rendah untuk kesepuluh item pertanyaan). Rentang dari nilai maksimal dan minimal tersebut dibagi lima untuk menentukan kriteria pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna pada Pemerintah Kota Bandung, maka rentang skor antara tingkat dapat dihitung dengan :

Skor maksimal
: 15 x 5 x 2 = 150

Skor Minimal
: 15 x 1 x 5 = 30

Range
: 150 – 30 = 120

Jenjang Range
: 120 : 5 = 24

Kriteria yang digunakan dalam penilaian pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna yaitu baik, cukup baik, kurang baik, dan tidak baik, yang disusun berdasarkan rentang skor seperti di bawah ini :

   Tidak Baik       Kurang Baik       Cukup Baik               Baik            Sangat Baik

30                  54                       78                       102                     126                 150
                                                                                          114

Gambar 4.28

Garis Kontinum Untuk Total Pelayanan Publik


Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung, termasuk ke dalam kategori baik dengan jumlah skor 114. Berdasarkan penentuan rentang skor diatas, maka jumlah skor tanggapan responden mengenai pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung, termasuk ke dalam kategori baik.

4.2.3 Analisis Pengaruh Pengukuran Kinerja Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Pada Pemerintah Kota Bandung
Untuk membuktikan penelitian ini sesuai atau tidak dengan hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya, maka perlu dilakukan pengujian hipotesis agar hasil penelitian ini lebih terpercaya dan teruji kebenarannya. Pengujian hipotesis ini meliputi pengujian validitas, pengujian reliabilitas, uji statistik, perhitungan koefisien determinasi, dan pengujian hipotesis itu sendiri.
A. Penetapan Hipotesis

Hipotesis yang akan digunankan ini berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, maka dalam penelitian ini menggunakan hipotesis nol (H0) dan hipotesis alternatif (H1). Selanjutnya dikemukakan hipotesis penelitian.

H0 
: 
Artinya pengukuran kinerja tidak berpengaruh terhadap peningkatan pelayanan   publik.

H1 
: Artinya pengukuran kinerja berpengaruh terhadap peningkatan pelayanan publik.
B. Uji Statistik
Untuk mengetahui adanya pengaruh pengukuran kinerja terhadap peningkatan pelayanan publik, maka dapat dilakukan uji statistik untuk pembuktian terhadap hipotesis yang telah dikemukakan sebelumnya

Hipotesis tersebut akan diuji dengan menggunakan analisa korelasi Rank Spearman, karena terdapat data kembar maka digunakan rumus sebagai berikut :
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Dimana :

 rs
: Koefisien Korelasi Rank Spearman


n
: Banyaknya Ukuran Sampel


X
: Pengukuran Kinerja


Y
: Peningkatan Pelayanan Publik


R (Xi)
: Rank pada X untuk data ke-1


R (Yi)
: Rank pada Y untuk data ke-1
Tabel 4.41
Korelasi Rank Spearman

	No. Responden
	X
	Y
	Rxi
	Ryi
	Rxi2
	Ryi2
	Rxi.Ryi

	1.
	41
	38
	1,5
	1
	2,25
	1
	1,5

	2.
	43
	41
	1,5
	2,5
	2,25
	6,25
	3,75

	3.
	43
	43
	3
	2,5
	9
	6,25
	7,5

	4.
	40
	42
	4
	4,5
	16
	20,25
	18

	5.
	29
	36
	5,5
	4,5
	30,25
	20,25
	24,75

	6.
	31
	34
	5,5
	6
	30,25
	36
	33

	7.
	34
	37
	7,5
	8
	56,25
	64
	60

	8.
	37
	36
	7,5
	8
	56,25
	64
	60

	9.
	36
	35
	9
	8
	81
	64
	72

	10.
	33
	34
	10
	10,5
	100
	110,25
	105

	11.
	34
	37
	11,5
	10,5
	132,25
	110,25
	120,75

	12.
	29
	30
	11,5
	12
	132,25
	144
	138

	13.
	30
	29
	13
	13
	169
	169
	169

	14.
	33
	36
	14,5
	14
	210,25
	196
	203

	15.
	40
	30
	14,5
	15
	210,25
	225
	217,5

	Jumlah
	533
	538
	120
	120
	1237,5
	1237,5
	1233,75


Sumber : Data primer yang telah diolah, 2009
Berdasarkan hasil perhitungan yang tertuang dalam tabel 4.39 tersebut, untuk memperoleh nilai rs maka angka yang terdapat pada tabulasi rank spearman dimasukkan ke dalam rumus korelasi

Adapun perhitungan berdasarkan rumus korelasi Rank Spearman adalah sebagai berikut :
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Analisis :

Nilai korelasi untuk pengukuran kinerja terhadap peningkatan pelayanan publik, maka hubungan ini menurut kriteria Guilford termasuk hubungan yang sangat erat.

Perhitungan diatas merupakan pengujian hipotesis dengan cara manual, untuk memperkuat hasil dari perhitungan, maka penulis melakukan perhitungan korelasi rank spearman (rs) dengan menggunakan software SPSS 12.0 for windows.
Tabel 4.42
Hipotesis Rank Spearman
                                                                        Correlations

	 
	 
	 
	PENGUKURAN

KINERJA
	PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

	Spearman's rho
	PENGUKURAN KINERJA
	Correlation Coefficient
	1,000
	,986(**)

	 
	 
	Sig. (2-tailed)
	.
	,007

	 
	 
	N
	15
	15

	 
	PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK
	Correlation Coefficient
	,986(**)
	1,000

	 
	 
	Sig. (2-tailed)
	,007
	.

	 
	 
	N
	15
	15


**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).


Dari  hasil  diatas  baik  hipotesis manual maupun dengan menggunakan SPSS 12.0 for windows dapat dilihat rs = 0,986

Untuk mengetahui kriteria tingkat keeratan peranan kedua variabel, antara pengukuran kinerja (variabel X) dan peningkatan pelayanan publik (variabel Y), dapat dilihat pada tabel 4.43 seperti berikut :
Tabel 4.43
Kriteria Keeratan Hubungan

	Persentase 
	Hubungan

	0,00 – 0,19
	Sangat tidak erat (sangat tidak reliabel)

	0,20 - 0,39
	Tidak erat (tidak reliabel)

	0,40 – 0,59
	Cukup erat (cukup reliabel)

	0,60 - 0,79
	Erat (reliabel)

	0,80 – 1,00
	Sangat erat (sangat reliabel)


              (Sumber : Sugiyono, 2007:183)

Jika dilihat dari tabel kriteria keeratan hubungan diatas, nilai 0,986 berada  pada posisi 0,81 – 1,00, maka kriteria keeratan hubungannya adalah sangat erat (reliabel). Melihat tanda dari koefisien korelasi adalah positif, maka dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja mempunyai pengaruh yang searah terhadap peningkatan pelayanan publik, maka pelayanan publik semakin baik. Demikian juga sebaliknya, semakin tidak efektifnya pengukuran kinerja dalam peningkatan pelayanan publik maka semakin tidak baik pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.
C. Perhitungan Koefisien Determinasi

Untuk mengetahui besarnya pengaruh pengukuran kinerja terhadap peningkatan pelayanan publik, maka penulis menggunakan koefisien determinasi dengan perhitungan sebagai berikut :


Kd = r2 x 100%


      = (0,986)2 x 100%

                  = 97,21%


Dari hasil kedua perhitungan diatas, dapat disimpulkan bahwa besarnya pengaruh pengukuran kinerja terhadap pelayanan publik mempunyai nilai sebesar 97,21%. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 2,79% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti oleh penulis.
D. Pengujian Hipotesis

Untuk menguji apakah pengukuran kinerja (variabel X) terhadap peningkatan pelayanan publik (variabel Y) berpengaruh, hal selanjutnya adalah mengujinya dengan analisis statistik uji t. Uji hipotesis yang telah dikemukakan, dijabarkan ke dalam uji hipotesis dengan menggunakan rumus distribusi t yaitu sebagai berikut :


Diketahui : n  = 15



       α  = 0,05 (5%)



       df = n-2             df = 15 – 2





             = 13


Untuk menguji tingkat signifikan, maka digunakan uji statistik sebagai berikut:


thitung  
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Berdasarkan perhitungan diatas, maka diperoleh thitung sebesar 2,129 dan jika melihat tabel distribusi t dengan tingkat signifikansi yaitu α = 0,05 (5%), maka angka untuk nilai ttabel sebesar 1,771. Untuk dapat mengetahui ditolak atau diterima hipotesis, dapat dilihat pada gambar berikut ini yang tercantum pada gambar 4.29.

  
                     2,129           1,771                         0                      1,771           2,129           
Gambar 4.29
Kurva Penolakan dan Penerimaan Hipotesis


Berdasarkan gambar 4.29 diatas thitung > ttabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja mempunyai pegaruh terhadap peningkatan pelayanan publik pada Pemerintah Kota Bandung. 

Kesimpulan :


Seperti yang kita ketahui bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu aktivitas penilaian pencapaian target-target tertentu yang di derivasi dari tujuan-tujuanstrategis organisasi, termasuk mengenai pelayanan publik.


Dari hasil penelitian, dapat terlihat jelas keeratan hubungan pengaruh pengukuran kinerja terhadap peningkatan pelayanan publik sebesar 0,986 yang berada di posisi 0,81 – 1,00 maka kriteria keeratan hubungannya adalah sangat erat (sangat reliabel). Melihat tanda dari koefisien korelasi adalah positif, maka dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja mempunyai pengaruh yang searah terhadap peningkatan pelayanan publik, yaitu semakin baik kinerja pemerintah maka pelayanan publik yang diberikan akan semakin baik.


Pengukuran kinerja yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung cukup baik, hal ini terlihat pada pengukuran kinerja yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung sesuai dengan yang telah dianggarkan atau ditargetkan. Selain itu pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah sudah baik, hal ini terbukti dengan dalam melayani setiap masyarakat pemerintah kota Bandung berusaha menyeimbangkan antara hak dan kewajiban kedua belah pihak.


Jika dibandingkan dengan teori yang menhubungkan antara variabel X yaitu pengukuran kinerja dan Y yaitu peningkatan pelayanan publik, maka hasil penelitian
ini sesuai dngan teori yang telah dikemukakan pada Bab II kajian pustaka laporan penelitian ini, menurut Mardismo dalam bukunya Akuntansi Sektor Publik. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa teori tersebut mendukung hasil penelitian ini. Hasil penelitian menyatakan bahwa pengukuran kinerja mempunyai pengaruh terhadap peningkatan pelayanan publik dan tentunya ini sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan dalam teori.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1
Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada Sub Bagian Pegawai Bagian Pegawai Pemerintah Kota Bandung, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Pengukuran kinerja pada Pemerintah Kota Bandung telah berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari adanya penggunaan informasi-informasi yang telah digunakan dalam melakukan pengukuran kinerja oleh Pemerintah Kota Bandung, yaitu informasi finansial dan informasi nonfinansial. Sehingga dalam pelaksanaannya semua syarat telah terpenuhi.

2. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sudah sesuai dengan azas-azas pelayanan publik, yakni hak dan kewajiban masing pihak antaramasyarakat dan pemerintah selalu dipenuhi, bentuk pelayanan sudah sesuai dengan undang-undang.
3. Pengukuran kinerja berpengaruh terhadap peningkatan publik, hal itu dibuktikan dengan hasil perhitungan korelasi rank spearman yang ditunjukkan pada angka 0,986 dan hubungannya sangat erat dan positif. Serta kurva t distribusi yang menunjukkan bahwa hipotesis H0 ditolak dan H1 diterima, dimana thitung > ttabel yakni 2,129 > 1,771

5.2 Saran
1. Sebaiknya dalam melakukan pengukuran kinerja, pemerintah Kota Bandung dapat menyeimbangkan antara penggunaan informasi finansial dan informasi nonfinansial. Karena dalam pengukuran kinerja penggunaan informasi finansial saja tidak cukup namun juga informasi nonfinansial. Hal itu terbukti dengan masih kurangnya penggunaan informasi nonfinansial yang digunakan oleh pemerintah Kota Bandung.
2. Pemerintah Kota Bandung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sudah baik, namun alangkah baiknya lagi jika dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, lebih apa yang dibutuhkan masyarakat.
Akuntansi Sektor Publik





Pemerintah





Pelayanan Publik





Kinerja





Pengaruh Pengukuran Kinerja Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik





Daerah      Penolakan H0





Daerah    Penolakan H0





Daerah   Penerimaan H0





Daerah      Penolakan H0





Daerah    Penolakan H0





Daerah   Penerimaan H0











PAGE  

_1295248794.unknown

_1295249188.unknown

_1295249807.unknown

_1295249824.unknown

_1295249691.unknown

_1295248863.unknown

_1282720068.unknown

_1295248471.unknown

_1071558404.unknown

_1071558756.unknown

_1282514114.unknown

_1071558422.unknown

_1071378644.unknown

